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KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT Sang Penentu bagi
keberhasilan seorang umat manusia , berkat limpahan rachmat karuniaNya
penyusunan skripsi dengan judul “ TINJAUAN MENGENAI PEMUTUSAN
HUBUNGAN KERJA SERTA PROSEDUR PELAKSANAANNYA “ dapat
terselesaikan.

Skripsi ini disusun sebagai penulisan akhir program sarjana bidang ilmu
hukum yang merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum
di Fakultas Hukum Universitas Airlangga .

Dari hasil penulisan skripsi ini hikmah penting bagi saya adalah
bagaimana mencermati dan menelaah suatu hal tanpa harus terlibat secara
emosional , sehingga obyektivitas yang harus dimiliki oleh seorang intelektual
bisa tetap terjaga , satu hal lagi yang penting yang dapat kita pikirkan makin
banyak hal dan permasalahan yang hampir tidak terjangkau oleh hukum . Hal
ini mencerminkan bahwa tidak ada manusia atau hasil karya manusia yang
sempurna , demikian dengan saya dan skripsi yang telah saya buat .

Pada kesempatan ini saya sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan
yang setinggi — tinginya kepada Bapak Machsoen Ali , S.H. , MS. yang disela
kesibukannya selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga

meluangkan waktu memberi bimbingan dan pegertian pada saya sejak awal
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hingga selesainya skripsi ini . Rasa terima kasih yang sebesar — besarnya saya
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Ibu Lanny Ramli ,S.H. , M Hum. , Bapak Dr. Marteen Lendert Souhoka ,
S.H. , MS. , sebagai dosen penguji yang telah membantu penyempurnaan
skripsi ini sekaligus telah membantu menciptakan suasana sidang tidak
seperti yang saya duga sebelumnya.

Ibu Sinar Ayu Wulandari , S.H. , MH. , selaku dosen wali saya mulai
awal hingga akhir semester perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas
Airlangga Surabaya.

Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah
memberikan harta yang tak ternilai , yakni ilmu yang bermanfaat .
Seluruh Karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, dengan
bantuan mereka juga saya dapat menikmati masa perkuliahan dengan
baik dan lancar.

Ibu Oktafiani dan Bapak Suruto dari PT. Cahaya Purnama yang telah
membantu memberi masukan dalam penulisan skripsi ini.

Maz Sugeng , yang memberi informasi yang sangat berharga.

Papa & Mama , terima kasih atas segalanya, terutama Do’a , kasih
sayang , juga dukungan yang tak terhingga dan terima kasih telah
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Indonesia pada akhir pelita lima telah berhasil meningkatkan pembangunan di
segala bidang , baik bidang ekonomi , industri , pendidikan maupun bidang hukum .
Semua itu sebagai upaya bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat adil ,
makmur dan merata berdasarkan pancasila dan undang — undang dasar 1945.

Dewasa ini nagara berusana meningkatkan produksi nasional untuk
mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja . Pembangunan
industri yang makin ditingkatkan sebagai upaya untuk menggalakkan ekspor non
migas untuk penambahan jumlah devisa negara akan membuka kesempatan kerja
bagi semua pencari kerja yang sampai saat ini nasibnya masih tidak menentu ,karena
dengan semakin banyaknya industri — industri yang didirikan akan membuka
lapangan kerja baru di Indonesia saat ini , sesuai dengan yang tertuang dalam
ketentuan pasal 27 ayat ( 2 ) undang — undang dasar 1945 , bahwa “ Tiap - tiap warga
negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan | maka
terciptanya suatu lapangan kerja akan membuka kesempatan kerja seluas — luasnya

mengingat negara kita memiliki potensi tenaga kerja yang cukup besar .
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Tenaga kerja yang dimaksud adalah * 7iap orang yang mampu melakukan
pekerjaan baik didalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa
atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat “l

Masalah tenaga kerja ataupun perluasan kesempatan kerja adalah masalah
yang tidak mudah dipecahkan .Hal ini tentunya disebabkan masalah tenaga kerja
ataupun perluasan kesempatan kerja mempunyai kaitan erat dengan masalah
pembangunan lainnya ,sehingga masalah tenaga kerja akan merupakan bagian
masalah nasional secara keseluruhannya.

Jumlah tenaga kerja yang cukup besar dengan kesempatan kerja yang sangat
terbatas seringkali menyebabkan nasib mereka sungguh menyedihkan . Untuk
memperoleh suatu pekerjaan mereka harus saling sikut dan ketika pekerjaan sudah di
dapat tidak sedikit masalah yang harus mereka hadapi ,disamping masalah upah yang
tidak seberapa ,soal lain yang sangat penting bahkan terpenting bagi buruh adalah
soal pemutusan hubungan kerja .

Pemutusan hubungan kerja di perusahaan swasta sedapat mungkin dicegah ,
kalau memang tidak perlu dan mendesak , maka hal itu tidak di perbolehkan
,mengingat akan sulitnya mencari pekerjaan saat ini.Karena disini posisi buruh pada
pihak yang lemah bila terjadi selisih paham antara buruh dan majikan akan diakhiri

dengan pemutusan hubungan kerja karena majikan sering memanfaatkan kelemahan

kaum buruh .

" Iman Soepomo , “Hukum Perburuhan dan Undang — Undang dan Peramuran — Peraturan” |
Djambatan , Jakarta , 1982  h 3
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Untuk melindungi buruh dari tindakan semena — mena pihak pengusaha atau
majikan dalam hal memutuskan hubungan kerja secara sepihak ,maka pemerintah
mengeluarkan undang — undang No. 12 tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan
Kerja di Perusahaan Swasta . Didalam prakteknya sering terjadi pemutusan
hubungan kerja ( PHK ) oleh perusahaan secara sepihak dengan suatu alasan yang
tidak dapat diterima oleh buruh ataupun masalah pemberian hak — hak buruh yang
kurang diperhatikan selama atau setelah proses PHK yang disebabkan karena
pengunduran diri dari buruh itu sendiri , akibatnya dengan adanya PHK ini buruh
yang terkena tidak hanya kehilangan pekerjaan tetap , sumber penghidupan
keluarganya namun juga menderita beban psikologis ,misalnya buruh akan merasa
orang lain menganggap dirinya kurang cakap , tidak bekerja tidak punya dedikasi
dan sebagainya .

Perihal pemutusan hubungan kerja adalah suatu masalah yang besar akibatnya
bagi buruh , karena dengan berakhirnya hubungan kerja , bagi buruh berarti
kehilangan mata pencaharian , dan merupakan permulaan dari kesengsaraan *.

Menurut teort memang buruh berhak pula untuk mengakhiri hubungan kerja
dengan majikan , tetapi dalam praktek majikanlah yang mengakhirinya  sehingga
pengakhiran itu selalu merupakan pengakhiran hubungan kerja oleh oleh pihak
majikan °, kalaupun pihak buruh sendiri yang melakukan pengunduran diri besar

kemungkinan 1a tidak akan mendapatkan hak — haknya atas sejumlah pesangon

*Iman Soepomo , “Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja™ . Djambatan | Jakarata , 1983 [ h 15

* iman Soepomo , “Pengantar Hukum Perburuhan ™, Djambatan |, Jakarta , 1985 , h 66 .
p d)
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ataupun uang pengganti jasa lainnya , disini kita dapat melihat bahwa pihak majikan
selalu berada pada posisi yang superior dalam tiap masalah perselisihan dengan
buruh.

Masalah pemutusan hubungan kerja ini dapat dipandang dari sudut
kepentingn baik pengusaha atau buruh , dilihat dari kepentingan pengusaha maka
sebagai pengusaha dialah yang bertanggaung jawab atas jalannya perusahaan agar
dapat berjalan lancar dan meningkatkan produksi dan ia ingin mempertahankan
kekuasaan dan kebebasan seluas — luasnya dalam mengambil keputusan tentang
jalannya perusahaan .

Pengusaha selalu berusaha untuk mengelak terhadap tiap kewajiban yang
dituntut kepadanya yang akan mempengaruhi jalannya perusahaan . Ia bebas untuk
menentukan rencana produksi , permodalan dan permasalahannya sampai — sampai
pada jumlah buruh yang di pekerjakan serta memilih buruh yang diperlukan . Dalam
menjaga dan mempertahankan keseimbangan keuangan perusahaannya maka
pengusaha ,demi perkembangan dan kemajuan perusahaannya dapat mengambil
keputusan untuk memberhentikan buruh jika ia tidak puas dengan pekerjaannya atau
pengurangan butuh itu memang suatu keharusan dalam perusahaan tersebut .

Bagi buruh ia melihat pemutusan hubungan kerja itu karena ia mempunyai
kepentingan langsung dan vital untuk tetap memiliki pekerjaan yang seringkali

merupakan satu — satunya sumber pendapatan bagi dia dan keluarganya *. Buruh lebih

* Wiwoho Soejono |, “Perjanjian Perburuhan dan Hubungan Perburuhan Pancasila’” | Bina Aksara |
Jakarta , 1987 ,h 89 —-90 .

SKRIPSI Tinjauan Mengenai Pemutusan... Janne Novita



IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

menyukai pekerjaan yang telah di tekuninya , mungkin karena pertimbangan non
ekonomis ,seperti usia , letak rumah , kepuasan dari pekerjaan yang telah sekian
lamanya di tekuni , kecintaan pada perusahaan serta masyarakat setempat dan
berbagai hal lainnya.

Karena dipakai alasan inilah buruh pada umumnya sangat berkepentingan
akan ada jaminan tetap akan pekerjaan , jadi prosedur pemberhentian dan
penghematan dengan sendirinya akan dilihat dengan latar belakang ekonomis pada
umumnya dari negara yang bersangkutan , hingga peraturan yang memadai mengenai
prosedur pemutusan hubungan kerja harus memperhatikan kepentingan majikan dan
buruh serta mampu mewujudkan penyelesaian yang layak dan praktis.

Pemerintah mempunyai kepentingan langsung dan vital dalam peraturan
semacam itu , mengingat pemerintah bertanggung jawab langsung atas penerapan
berbagai ketentuan untuk mencegah berbagai gangguan dalam proses ekonomi dan
ketertiban umum serta untuk memberi perlindungan yang layak kepada pihak yang
ekonominya lemah .

Pendapat umum menghendaki agar pemutusan hubungan kerja oleh ihak
pengusaha maupun piahk buruh memenuhi syarat — syarat tertentu .

Syarat — syarat yang dimaksud itu antara lain harus ada tenggang waktu,
sehingga pihak buruh mempunyai cukup waktu untuk menetapkan langkah — langkah
selanjutnya , bisa juga syarat — syarat tertentu 1tu meliputi pemberian pesangon dan
uang pengganti jasa lainnya yang berguna bagi buruh untuk mendapatkan pekerjaan

atau mata pencaharian yang baru .
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Dengan mempertimbangkan berbagai hal sebagaimana diatas diharapkan
dampak negatif dari adanya suatu pemutusan hubungan kerja dapat ditekan
seminimal mungkin .

Karena itu pula pemberhentian buruh tidak dapat begitu saja dilakukan secara
sembarangan atau sekehendak majikan saja , apabila tidak ada alasan yang kuat dan
dapat menunjang pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja.

Berkenaan dengan hal diatas , patutlah kita tinjau bagaimana pelaksanaannya
di Indonesia dengan mengetengahkan kasus yang terjadi pada perusahaan genteng
dan paving di kabupaten Sidoarjo , kasus tersebut terjadi pada bulan januari 2004
jumlah buruh yang memutuskan hubungan kerja dengan cara pengunduran diri 1
orang , dan sejumlah buruh yang terkena PHK  berdasarkan situasi , keadaan , dan
masalah inilah yang merupakan faktor pendorong bagi penulis untuk membuat skripsi
dengan judul “ TINJAUAN MEGENAI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
SERTA PROSEDUR PELAKSANAANYA *

Sehubungan dengan uraian diatas , maka terdapat beberapa permasalahan

yang timbul dengan adanya pemutusan hubungan kerja di PT. Cahaya Purnama

,antara lain :
I Apa saja yang menjadi faktor penyebab serta dasar pertimbangan
PT . Cahaya Purnama untuk melakukan PHK  terhadap
pekerjanya?
2. Upaya apakah vyang dapat dilakukan oleh pekerja dalam hal

pemenuhan hak — hak pekerja yang terkena PHK ?
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2. Penjelasan Judul

Penjelasan dari skripsi saya yang berjudul “ TINJAUAN MENGENAI
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA * adalah sebagai berikut :
Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) menurut Peraturan menteri Tenaga Kerja No.
Per 03 / Men /1996 pasal 1 huruf d adalah pengakhiran hubungan kerja antara
pengusaha dan pekerja berdasarkan ijin panitia penyelesaian perselisihan perburuhan
daerah atau panitia penyelesaian perselisihan perburuhan pusat , jadi dapat dijelaskan
lebih singkat bahwa maksud atau arti dari judul skripsi ini adalah mengenai
bagaimana tata cara penyelesaian terhadap perselisihan antara pekerja dan majikan
khususnya dalam hal pemutusan hubungan kerja yang timbul di PT . Cahaya

Purnama di kabupaten Sidoarjo .

3.Alasan Pemilihan Judul

Pihak pekerja sebagai pihak yang lemah keadaan sosial ekonominya, dalam
suatu hubungan kerja sering menjadi korban tindakan sewenang — wenang dari pihak
pengusaha yang berada pada posisi sosial ekonomi yang lebih kuat ,semisal dar latar
belakang masalah diatas mengenai PHK dalam prakteknya banyak pekerja tidak
mengetahui alasan yang tepat mengapa ia di PHK ? selain itu mereka juga kurang
mengetahui secara pasti perihal upaya yang seharusnya dapat mereka lakukan dalam
memperoleh haknya sebagai korban PHK ,maka wajar kiranya apabila saya dalam

skripsi ini ingin membahas mengenai permasalahan — permasalahan yang ada dalam
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skripsi ini ingin membahas mengenai permasalahan — permasalahan yang ada dalam
suatu hubungan kerja khususnya mengenai Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK )
dengan harapan pekerja yang terkena PHK lebih mendapat perhatian dan
perlindungan dalam hal pencapaian pemenuhan hak — haknya sebagai korban PHK

dari pihak pengusaha yang bersikap superior.

4 . Tujuan Penulisan
Tujuan utama dalam penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan
guna memperoleh gelar sarjana hukum di fakultas hukum universitas Airlangga
Surabaya ,kemudian bertitik tolak dari latar belakang permasalahan dan alasan
pemilihan judul yang saya uraikan ,maka tujuan lain dari penulisan skripsi ini adalah:
a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan peraturan yang dibuat pemerintah
dalam kenyataan yang timbul dalam masyarkat.
b. Untuk menggugah majikan dan buruh dalam menyelesaikan perkara yang
menyangkut perburuhan terutama masalah pemutusan hubungan kerja agar
sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku .
c. Untuk memperoleh masukan - masukan yang berasal dari masyarakat yang
nantinya dapat digunakan sebagai bahan pembentukan hukum perburuhan

nasional yang lebih sempurna.
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Dalam penulisan skripsi ini saya menggunakan pendekatan masalah secara yuridis
normatif , yakni mengkaji peraturan perundang — undangan yang ada selain itu
saya juga melakukan survei lapangan untuk melihat sejauh mana peraturan
tersebut di terapkan dalam masyarakat.

b. Sumber Bahan Hukum

Dalam menyusun skripsi ini saya menggunakan 2 ( dua ) sumber bahan hukum
yakni,sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder dimana
untuk sumber bahan hukum primer saya peroleh dari studi kepustakaan antara lain
buku , makalah , tulisan yang ada pada peraturan perundang — undangan ,serta
media masa yang mengatur tentang pemutusan hubugan kerja ,sedangl;'é;: untuk
sumber bahan hukum sekunder berupa informasi hasil wawancara di lapangan
pada PT . Cahaya Purnama di kabupaten Sidoarjo lokasi dimana saya melakukan
survei atau studi lapangan sebagai bahan penunjang penyusunan skripsi ini .

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Sumber Bahan Hukum

Pertama — tama saya mengumpulkan sumber bahan hukum yang berasal dari studi
kepustakaan ,setelah seluruh sumber bahan hukum terkumpul kemudian di
identifikasikan sesuai dengan pokok bahasan dan analisa kedua saya melakukan
survei lapangan ke PT. Cahaya Purnama di kabupaten Sidoarjo dengan
melakukan wawancara untuk memperoleh informasi mengenai bagaimana
pelaksanaan serta prosedur PHK yang diatur dalam peraturan yang ada ,kemudian
saya menghubungkan penerapan yang berlaku di lapangan dengan hasil dari studi

kepustakaan .
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d. Analisa Bahan Hukum
Dari seluruh bahan hukum yang berhasil saya himpun dianalisa dengan cara
memaparkan teori — teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan , kemudian
dilanjutkan dengan melakukan cross — check terhadap praktek yang ada
dilapangan .Diharapkan dengan melakukan langkah — langkah yang sistematis
tersebut dapat menghasilkan keselarasan antara teori yang ada dengan praktek di
lapangan .

6 . Pertanggung Jawaban Sistematika

Skripsi ini terbagi dalam 4 bab , dimana dalam tiap — tiap bab tersebut di bagi lagi

menjadi beberapa sub bab agar lebih sistematis dan lebih mudah dipahami.

Bab I sebagai pendahuluan ,berisikan gambaran lengkap mengenai latar
belakang permasalahan yang akan di bahas selain itu dalam bab ini juga dijelaskan
mengenai penjelasan judul agar mendapatkan keselarasan persepsi antara penulis
dengan pembaca nantinya , kemudian ada alasan pemilihan judul , tujuan penulisan
serta metodologi penelitian yang terbagi lagi dalam penjelasan mengenai pendekatan
masalah , sumber bahan hukum yang terdiri dari sumber bahan hukum primer dan
sumber bahan hukum sekunder , setelah itu ada pemaparan mengenai prosedur
pengumpulan dan pengolahan sumber bahan hukum ,dan analiasa bahan hukum yang
terakhir dalam bab [ ini memuat suatu pertanggung jawaban sistematika yag berisi
penjelasan mengenai serangkaian bagian — bagian dalam skripsi ini secara garis besar
agar memudahkan pembaca untuk memahami isi dari susunan skripsi ini dengan

singkat dan jelas.

SKRIPSI Tinjauan Mengenai Pemutusan... Janne Novita



IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Bab II berisi tentang prosedur pelaksanaan PHK berdasarkan peraturan
perundang — undangan yang berlaku selain tata cara juga menyinggung mengenai hal
— hal dan faktor apa sajakah yang dapat menyebabkan terjadinya PHK di PT. Cahaya
Purnama secara singkat dalam bab II ini berisi tentang jawaban dari rumusan
pernasalahan yang pertama dalam skripsi ini .

Bab III berisi tentang upaya pekerja dalam pemenuhan hak — haknya sebagai
korban PHK dalam bab ini dijelaskan bahwa pekerja berhak untuk mendapatkan
pesangon , uang jasa atau lainnya dari pihak pengusaha sebagai wujud tanggung
jawab setelah dilakukannya PHK dalam hal ini pemerintah juga turut berperan serta
sebagai pengawas dalam proses pemenuhan hak — hak pekerja ,upaya lain yang dapat
dilakukan pekerja yakni melakukan penuntutan melalui panitia penyelesaian
perselisihan perburuhan dan penuntutan melalui pengadilan ,bab ini berusaha
memberikan jawaban atas permasalahan kedua yang ada dalam rumusan masalah
skripsi ini.

Bab IV merupakan penutup yang berisikan kesimpilan dan saran dari saya

selaku penyusun dan penulis skripsi ini .
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BAB 11
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN

PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN YANG BERLAKU

2.1.Pelaksanaan dan Prosedur Pemutusan Hubungan Kerja

Pemutusan hubungan kerja sebagai salah satu masalah yang besar pengaruhnya
bagi pekerja dan keluarganya dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya
sekaligus berpengaruh bagi perusahaan yang bersangkutan , sebab pekerja adalah
manusia yang termasuk bagian dari sumber daya alam yang memiliki hak dan
kewajiban serta kesempatan yang sama dalam setiap kegiatan pembangunan .Tenaga
kerja dan modal merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan tetapi
komponen tenaga kerja menduduki posisi yang lebih menonjol dibandingkan dengan
komponen yang lain , karena bagaimanapun besarnya modal dan suburnya alam tanpa
di dukung keefektivan tenaga kerja ,maka usaha untuk mencapai keberhasilan akan
mengalami hambatan bahkan gangguan.

Berkenaan dengan tanggung jawab atas jalannya perusahaan , pengusaha
berusaha mengambil keputusan terhadap setiap persoalan yang dapat mempengaruhi
jalannya perusahaan , pengusaha menghendaki kebebasan dalam memutuskan
hubungan kerja dengan pekerjanya jika dianggap pekerja tidak proaktiv atau terlalu
banyak menuntut meskipun demikian terjadinya pemutusan hubungan kerja sebisa

mungkin dihindari .Pengusaha yang akan melakukan pemutusan hubungan kerja di
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terhadap pekerja di perusahaannya , harus didasari alasan — alasan yang
membenarkan dilakukannya‘ tindakan tersebut dan tidak boleh menyimpang dari
perundang — undangan yang berlaku yakni UU No. 12 Tahun 1964 tentang
pemutusan hubungan kerja di perusahaan swasta .

Pemutusan hubungan kerja yang terjadi karena berakhirnya waktu yang telah di
tetapkan dalam perjanjian tidak menimbulkan masalah bagi kedua belah pihak , baik
pekerja maupun pengusaha karena pihak — pihak yang bersangkutan sama — sama
menyadari atau mengetahui saat berakhirnya hubungan kerja tersebut .

Sebaliknya , pemutusan hubungan kerja yang terjadi akibat adanya perselisihan
akan membawa dampak terhadap kedua belah pihak terutama bagi pekerja yang
dipandang dari sudut ekonomis mempunyai kedudukan yang lebih lemah
dibandingkan pihak pengusaha , karena pemutusan hubungan kerja bagi pekerja akan

memberi pengaruh psikologis , ekonomi , dan finansial , sebab:

a. Adanya pemutusan hubungan kerja berakibat pekerja telah kehilangan mata
pencaharian.
b. Kehilangan biaya hidup untuk diri sendiri dan keluarganya sebelum

mendapat pekerjaan baru sebagai penggantinya .

¢ Untuk mencari pekerjaan baru sebagai penggantinya , harus banyak
mengeluarkan biaya °.

Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi secara perorangan dan secara besar —

besaran , pemutusan hubungan kerja yang terjadi secara perorangan terjadi apabila

5 Iman Soepomo ,” Pengantar Hukum Perburuhan’ , Cet. XI, Djambatan, Jakarta.
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tidak melebihi 10 orang , sedangkan secara besar — besaran dilakukan terhadap 10
orang atau lebih secara berturut — turut dalam waktu 1 ( satu ) bulan pada sebuah
perusahaan seperti yang tercantum dalam pasal 3 UU No. 12 tahun 1964.

Masalah yang harus diperhatikan adalah jaminan pendapatan bagi pekerja yang
kehilangan pekerjaan agar tidak merugikan kepentingan pekerja dan tentu juga tidak
merugikan pihak pengusaha ,serta mengadakan penyelesaian yang baik yang dijiwai
oleh nilai — nilai luhur pancasila .

Pemutusan hubungan kerja secara perorangan ini dapat dilakukan oleh perusahaan
maupun atas permohonan pekerja sendiri , pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha
yaitu pemutusan hubungan kerja yang inisiatifnya datang dari pihak pengusaha hal ini
dapat terjadi karena kesalahan pekerja sendiri ataupun tanpa kesalahan pekerja ,
sedangkan pemutusan hubungan kerja oleh pekerja sendiri yaitu pemutusan hubungan
kerja yang inisiatifnya datang dari pihak pekerja sendiri , pekerja juga seperti
pengusaha yakni mempunyai hak untuk memutuskan hubungan kerja apabila di
kehendaki ,sesuai dengan prinsip bahwa pekerja tidak boleh dipaksa untuk bekerja
bila pekerja sendiri tidak menghendakinya .

Pemutusan hubungan kerja haruslah didasari dengan alasan — alasan yang dapat
digolongkan dalam 3 ( tiga ) golongan , yaitu :

a.  Alasan — alasan yang berkenaan dengan pribadi pekerja atau yang melekat

pada dir1 pekerja , misalnya tidak cakap atau tidak mampu .
b.  Alasan — alasan yang berhubungan dengan kelakuan pekerja , misalnya

tidak memenuhi kewajiban atau tidak disiplin .
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c.  Alasan — alasan yang berkenaan dengan jalannya perusahaan .

Sebenarnya alasan — alasan tersebut diatas bukan merupakan alasan — a]asan
pokok yang dapat dijadikan sebagai dasar oleh pengusaha untuk melakukan
pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja di perusahaannya tetapi harus diperiksa
kasus demi kasus dan harus dipertimbangkan dalam hubunganﬂya dengan tiap
persoalan yang timbul ,dengan demikian pengusaha tidak dapat memutuskan
hubungan kerja terhadap pekerja dengan mudah dan sewenang — wenang .

Pemutusan hubungan kerja yang tidak dipertimbangkan , pada hakikatnya akan
menimbulkan kerugian bagi pihak pengusaha maupun pihak pemerintah , jadi
kerugian tidak dirasakan oleh pekerja saja ,bagi pengusaha yang melakukan
pemutusan hubungan kerja tgrhadap pekerjanya berarti telah kehilangan tenaga kerja
yang membantu dalam proses produksi , karena pekerja yang telah ada dapat
dikatakan sebagai pekerja yang paling tidak telah mempunyai pengalaman dalam
pelaksanaan kerja di perusahaannya walaupun semisal baru 2 atau 3 bulan
pembinaan terhadap mereka tinggal sekedar untuk memantapkan produktivitas
kerjanya , selain kerugian tersebut diatas pihak pengusaha juga masih mengeluarkan
biaya — biaya lagi untuk melatih pekerjanya yang baru , disamping itu kemungkinan
jalannya produksi akan terganggu kualitas maupun kuantitasnya serta menambah
biaya dalam pemasangan iklan untuk mencart pekerja yang dibutuhkan .

Sedangkan untuk pemerintah dengan adanya pemutusan hubungan kerja berarti

menambah jumlah pengangguran yang akan beban pemerintah dalam menaggulangi
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pengangguran tersebut ,banyaknya pengangguran otomatis akan menigkatkan
timbulnya perbuatan kriminalitas , sehingga dapat menganggu stabilitas nasional .

Dengan demikian pemerintah berharap agar pemutusan hubungan kerja
diperusahaan — perusahaan sebisa mungkin dihindari ,harapan ini tercantum dalam
pasal 11 UU No. 12 Tahun 1964.

Pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha diatur dalam UU No. 12 Tahun 1964
tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta . Undang — undang ini
diadakan untuk membebaskan pekerja dari rasa ketakutan kehilangan pekerjaan
secara semena — mena atau berusaha sedapat mungkin menriadakan atau mengurangi
pemutusan hubungan kerja secara khusus di perushaan swasta .Menurut
pertimbangannya ,UU ini diadakan untuk menjamin ketentraman dan kepastian hidup
serta perlindungan hukum bagi pekerja .Pokok — pokok pikiran yang terkandung
dalam UU No. 12 Tahun 1964 secara garis besarnya , adalah :

1. Pokok pangkal yang harus dipegang teguh dalam menghadapi masalah
pemutusan hubungan kerja ialah bahwa sedapat mungkin pemutusan
hubungan kerja harus dicegah dengan segala daya upaya ,bahkan dalam
beberapa hal dilarang;

2, Karena pemecahan yang dihasilkan oleh perundingan antara pihak — pihak
yang berselisih seringkali lebih dapat diterima oleh yang bersangkutan dari
pada penyelesaian yang dipaksakan oleh pemerintah ,maka dalam sistem

UU ini penempuhan jalan perundingan merupakan suatu kewajiban .
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Bila jalan perundingan tidak berhasil atau tidak tercapai untuk
mendekatkan kedua belah pihak , barulah pemerintah turun tangan dalam
pemutusan hubungan kerja yang akan dilakukan oleh pengusaha ,bentuk
campur tangan ini pengawasan preventif atau tiap tiap pengusaha yang
hendak melakukan pemutusan hubungan kerja diperlukan izin dari instansi
pemerintah.

Pengawasan preventif ini diserahkan pada Panitia Penyelesaian
Perselisthan Perburuhan Daerah ( P4D ) dan Panitia Penyelesaian
Perselisthan Perburuhan Pusat ( P4P ).

Dalam UU ini diadakan ketentuan — ketentuan yang bersifat formil tentang
tata cara memohon izin ,meminta banding terhadap penolakan
permohonan izin ,dan seterusnya.

Bilamana terjadi pemutusan hubungan kerja secara besar — besaran sebagai
akibat dari tindakan pemerintah , maka pemerintah akan berusaha untuk
meringankan beban kaun tenaga kerja tersebut dengan usaha menyalurkan
mereka pada perusahaan atau tempat kerja yang lain .

Demikian juga pemutusan hubungan kerja karena akibat modernisasi ,
otomatisasi , efisiensi yang disetujui pemerintah mendapat perhatian
pemerintah sepenuhnya dengan jalan mengusahakan secara aktif

penyaluran tenaga kerja itu ke perusahaan atau proyek — proyek lain =

® Sendjun .H . Manulang . * Pokok Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia **. Cetakan 11 |
Rineka Cipta , 1995 , Hal 107 — 108.
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Pengusaha yang baik , yang benar — benar bertanggung jawab dalam pengelolaan

perusahaan , ia akan tunduk terhadap segala ketentuan hukum dan perundang --

undangan

yang berlaku sesuai dengan reputasi dan tanggung jawabnya yang

bersangkutan tidak akan melakukan penyelewengan — penyelewengan dari ketentuan

— ketentuan hukum dan perundang — undangan dalam hal pemutusan hubungan kerja .

Suatu perusahaan dalam melakukan suatu pemutusan hubungan kerja dengan

pekerjanya harus berdasarkan pada prosedur yang resmi atau prosedur yang telah

diatur dalam undang — undang No. 12 tahun 1964 ,demikian halnya dengan

perusahaan genteng dan paving Cahaya Purnama dalam melakukan pemutusan

hubungan kerja ,adapun prosedur pemutusan kerja adalah sebagai berikut :

a.

SKRIPSI

Pertama, pengusaha harus mengupayakan agar jangan sampai terjadi
pemutusan hubungan kerja .

Apabila telah dilakukan segala upaya namun pada akhirnya pemutusan
hubungan kerja tidak dapat dihindarkan , maka pengusaha harus
merundingkan maksudnya untuk memutuskan hubungan kerjanya dengan
organisasi pekerja yang bersangkutan atau yang ada pada perusahaan
tersebut , atau dengan pihak pekerja sendiri dalam hal tenaga kerja
tersebut tidak menjadi anggota dari salah satu organisasi pekerja ,

Bila perundingan tersebut nyata — nyata tidak menghasilkan persesuaian
paham , pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan
tenaga kerja setelah memperoleh izin dari Panitia Penyelesaian

Perselisihan Perburuhan Daerah ( P4D ).bagi pemutusan hubungan kerja
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perseorangan dan Panitia Penyelesaian Perselisthan Perburuhan Pusat
(P4P) untuk pemutusan hubungan kerja secara besar — besaran ,

Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah ( P4D ) dan Panitia
Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat ( P4P ) menyelesaikan
permohonan izin pemutusan hubungan kerja dalam waktu sesingkat —
singkatnya , menurut tata cara yang berlaku untuk penyelesaian
perselisithan hubungan industrial.

Dalam hal Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah ( P4D )
dan Panitian Penyelesaian Perselisthan Perburuhan Pusat ( P4P )
memberikan izin , maka dapat ditetapkan pula kewajiban pihak pengusaha
untuk memberikan pada pekerja yang bersangkutan sejumlah uang
pesangon , uang jasa , dan ganti kerugian lainnya .

Terhadap penolakan pemberian izin oleh Panitia Penyelesaian Perselisihan
Perburuhan Daerah ( P4D ) atau pemberian izin dengan syarat , dalam
waktu 14 hari setelah pemutusan diterima oleh pihak — pihak yang
bersangkutan baik tenaga kerja maupun pengusaha atau organisasi tenaga
kerja dan organisasi pengusaha yang bersangkutan dapat meminta banding

kepada Panitia Penyelesaian Perselisiahn Perburuhan Pusat ( P4P );
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g Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) menyelesaikan
permohonan banding menurut tata cara yang berlaku untuk menyelesaikan
perselisihan hubungan industrial dalam tingkat banding 7

Pengusaha dalam melakukan kegiatan perusahaan bila mengetahui ada
penyimpangan yang dilakukan oleh pekerjanya , pengusaha diharapkan atau berusaha
untuk tidak langsung seketika melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap
pekerja tersebut , pemerintah berharap kepada pengusaha agar mereka selalu berdaya
upaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja kepada para pekerjanya
dengan kata lain diharapkan pemerintah lebih bersikap bijaksana dalam mengambil
tindakan pemutusan hubungan kerja .

Pada PT. Cahaya Purnama selalu dilakukan upaya untuk mencegah terjadinya
pemutusan hubungan kerja apabila telah diketahui bahwa pekerja tersebut telah
melakukan panyimpangan , cara yang dapat dilakukan oleh PT. Cahaya Purnama
adalah dengan melakukan pembinaan dengan memberikan peringatan pada pekerja
tersebut *.

Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per . 03 / MEN / 1996 pasal 6
menyebutkan bahwa :

Pengusaha dengan segala daya upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi
pemutusan hubungan kerja , dengan melakukan pembinaan terhadap pekerja yang

bersangkutan atau dengan memperbaiki kondisi perusahaan dengan melakukan

" Ibid h 109 - 110
® Wawancara dengan Manager Personalia PT. Cahaya Purnama , tanggal 15 Maret 2004.
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langkah — langkah efisiensi untuk penyelamatan perusahaan .Daya upaya pengusaha

untuk menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja terhadap pekerjanya dengan

melakukan pembinaan diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per 03 /

MEN / 1996 dalam pasal 7 nya sebagai berikut :

1.

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dapat dilakukan oleh
pengusaha dengan cara memberikan peringatan kepada pekerja baik lisan
maupun tertulis sebelum melakukan pemutusan hubungan kerja .

Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) dapat
berupa surat peringatan tertulis pertama, kedua dan ketiga , kecuali dalam
hal pekerja melakukan kesalahan — kesalahan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 8 dan pasal 18 ayat ( 1).

Masa berlaku masing — masing surat peringatan sebagaimana dimaksud
dalam ayat ( 2 ) selama 6 buian , kecuali ditentukan lain dalam hal
perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau kesepakatan kerja bersama.
Keabsahan surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 )
didasarkan pada ketentuan yang berlaku dalam perjanjian kerja atau

peraturan perusahaan atau kesepakatan kerja bersama.

Daya upaya atau cara untuk menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja

oleh pengusaha terhadap pekerjanya adalah dengan cara memperbaiki kondisi

perusahaan dengan melakukan langkah — langkah efisiensi untuk penyelamatan

perusahaan dan penghematan , antara lain :

SKRIPSI
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b. Membatasi atau menghapuskan kerja lembur

¢. Mengurangi jam kerja

d. Peningkatan usaha — usaha yang meliputi peningkatan efisiensi dan
penghematan lainnya ,antara lain seperti pensiun dan sebagainya

e. Meliburkan karyawan untuk sementara ol

Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa pemerintah sangat
mengharapkan kepada para pengusaha untuk tidak melakukan pemutusan hubungan
kerja terhadap pekerjannya , akan tetapi jika daya upaya dari pihak pengusaha tidak
berhasil , maka menurut pasal 2 UU No. 12 Tahun 1964 | pihak pengusaha harus
menjelaskan terlebih dahulu tentang maksud pemutusan hubungan kerjanya ,dengan
maksud menyadarkan pekerja tersebut akan tetapi jika pekerja yang bersangkutan
adalah anggota organisasi pekerja hendaknya merundingkan dahulu tentang jalan
terakhir yang ditempuhnya itu dengan organisasi pekerja , dengan demikian setiap
kehendak melakukan pemutusan hubungan kerja yang langsung disampaikan kepada
Departemen Tenaga Kerja akan ditolak atau dikembalikan .

Menurut pasal 10 ayat ( 3 ) Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER.
03/MEN/ 1996, perundingan tersebut dilakukan sebanyak — banyaknya 3 (tiga) kali
dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh )hari dan setiap perundingan dibuat risalah
yang ditanda tangani kedua belah pihak , risalah tersebut memuat seperti yang diatur
dalam Peraturan menteri Tenaga Kerja No. PER . 03/MEN/1996 pasal 10 ayat ( 4 )

nya yang menyebutkan :

?Sendjun H. Manulang . Op.Cit ' h 117
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Risalah perundingan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat ( 3 ) memuat antara

lain:
1. Nama dan alamat pekerja
2. Nama dan alamat Serikai Pekerja atau organisasi pekerja lainnya yang
terdaftar pada Departemen Tenaga Kerja
3. Nama dan alamat pengusaha atau yang mewakili
4. Tanggal dan tempat perundingan
5. Pokok masalah atau alasan pemutusan hubungan kerja
6. Pendirian para pihak
7. Kesimpulan perundingan
8. Tanggal dan tanda tangan pihak — pihak yang melakukan perundingan

Perundingan yang telah mencapai perdamaian harus dituangkan dalam suatu
kesepakatan bersama atau persetujuan bersama yang ditandatangani oleh kedua belah
pthak .Kemudian pengusaha mengajukan izin pemutusan hubungan kerja kepada
Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah untuk pemutusan hubungan
kerja perseorangan atau kepada Panitia Penyelesaian Perselisiahan Perburuhan Pusat
untuk pemutusan hubungan kerja secara besar — besa:an melalui Departemen Tenaga
Kerja dengan dilampiri risalah dan persetujuan bersama atau kesepakatan bersama
untuk disahkan.

Pada PT. Cahaya Purnama, apabila daya upaya untuk menghindari pemutusan
hubungan kerja di perusahaan tersebut tidak berhasil , maka dengan terpaksa
melakukan pemutusan hubungan kerja dengan pekerjanya .Dalam hal ini pengusaha
merundingkan dan menjelaskan maksud dilakukannya pemutusan hubungan kerja
dengan pihak pekerja yang bersangkutan , biasanya dalam perundingan ini antara

pengusaha dengan pekerja tercapai persetujuan atas pemutusan hubungan kerja ,

dimana dengan konsekuensi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja
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mendapatkan uang pesangon sesuai dengan kesepakatan bersama antara pengusaha
dengan pekerja tersebut , atau sesuai dengan yang telah diatur dalam peraturan
perusahaan yang bersangkutan ' .

Perundingan yang tidak mencapai perdamaian atau persetujuan , maka kedua
belah pihak atau salah satu pihak mengajukan permintaan kepada Departemen
Tenaga Kerja untuk diperentarai oleh pegawai perantara dengan dilampiri dengan
risalah perundingan , pegawai perantara dalam waktu 7 ( tujuh ) hari sejak permintaan
perantara diterima oleh Departemen Tenaga Kerja harus sudah melakukan
perantaraan .Proses perantaraan harus telah selesai dalam waktu paling lama 30 ( tiga
puluh ) hari ,apabila pegawai perantara berhasil mendamaikan kedua belah pihak ,
maka dibuatlah persetujuan bersama atas kesepakatan bersama yang ditandatangani
oleh pengusaha dan pekerja dan diketahui oleh pegawai perantara .Pemerentaraan
berhasil atau tidak , pegawai perantara harus menyerahkan berkas penyelesaian
perantaraan serta data — data secara lengkap kepada Panitia Penyelesaian Perselisthan
Perburuhan Pusat untuk memutuskan hubungan kerja secara besar — besaran.

Undang — undang No. 12 Tahun 1964 tidak mengenal pegawai perantara sebagai
tingkat kedua dalam menyelesaikan pemutusan hubungan kerja , dalam Peraturan
Menteri Tenaga Kerja No. PER 03 / MEN / 1996 tentang Penyelesaian Pemutusan
Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon , Uang Jasa dan Ganti Kerugian di
Perusahaan Swasta , pegawai perantara sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan

pasal 4 dari Undang — Undang No. 12 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan

19 Wawancara dengan Manager Personalia PT. Cahaya Purnama , Tanggal 17 Maret 2004,
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Perburuhan justru diberi peranan yang cukup dominan dalam upaya menyelesaikan
pemutusan hubungan kerja sebelum pengusaha mengajukan permohonan izin
pemutusan hubungan kerja kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
Daerah atau Pusat.

Prosedur selanjutnya yang sangat penting adalah permohonan izin pemutusan
hubungan kerja kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah bagi
pemutusan hubungan kerja perseorangan atau kepada Panitia Penyelesaian
Perselisihan Perburuhan Pusat bagi pemutusan hubungan kerja masal , permohonan
ini diatur dalam Undang — undang No. 12 tahun 1964 | pasal 3 ayat ( 1 ) yang
menyatakan bahwa :

Bila perundingan tersebut dalam pasal 2 nyata — nyata tidak menghasilkan
persesuaian paham , pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan
buruh , setelah memperoleh izin dari Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
Daeah ( Panitia Pusat ), termasuk pada pasal 5 Undang — Undang No. 22 tahun 1957
tentang Penyelesaian Perburuhan ( Lembaran Negara Tahun 1957 No. 42 ) bagi
pemutusan hubungan kerja perseorangan , dan dari Panitia Penyelesaian Perselisihan

Perburuhan Pusat ( Panitia Pusat ) termasuk pada pasal 12 Undang — Undang diatas
bagi pemutusan hubungan kerja secara besar — besaran . .

Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER.03/MEN/1996 pasal 2 ayat
(2) ada beberap hal pengusaha dalam memutuskan hubungan kerja dengan pekerjanya
tidak memerlukan izin dari Panitia Penyelesaiam Perselisihan Perburuhan Daerah
atau Panitia Pusat dalam hal sebagai berikut :

a. Pekerja dalam masa percobaan.
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b. Pekerja.mengajukan permintaan mengundurkan diri secara tertulis atas

kemauan sendiri tanpa mengajukan syarat.

c. Pekerja telah mencapai usia pensiun yang ditetapkan dalam perjanjian

kerja atau peraturan perusahaan atau kesepakatan kerja bersama.

d. Pekerja yang hubungan kerjanya berdasarkan kesepakatan kerja waktu

tertentu karena masa berlakunya berakhir atau karena pekerjaan yang telah
di perjanjikan telah selesai .

Pemberian izin atau penolakannya akan dipertimbangkan dengan matang dan
seadil — adilnya dalam persidangan P-4 Daerah bagi pemutusan hubungan kerja
perseorangan , sedang pemutusan hubungan kerja secara besar — besaran setelah
melalui persidangan P-4 Pusat di Jakarta ,oleh karena itu pihak pengusaha harus
menyiapkan keterangan — keterangan yang benar serta dokumen — dokumen yang
dapat memperkuat permohonan izinnya , juga bukti — bukti bahwa pengusaha
sebelumnya telah melakukan berbagai daya upaya pencegahan terjadinya pemutusan
hubungan kerja baik melalui perundingan secara langsung dengan pekerjanya

maupun dengan organisasi pekerja.

Permohonan izin pemutusan hubungan kerja beserta alasan — alasan yang
menjadi dasar , harus diajukan secara tertulis kepada Panitia Penyelesaian
Perselisihan Perburuhan Daerah ( P4-D ) yang wilayah kekuasaannya meliputi
kedudukan pengusaha bagi pemutusan hubungan kerja perseorangan , sedang

pemutusan hubungan kerja secara masal harus ditujukan kepada Panitia Penyelesaian
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Perselisihan Perburuhan Pusat ( P4P ) sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat ( 1)

Undang — Undang No. 12 tahun 1964.

Bebarapa hal yang harus dimuat dalam permohonan izin pemutusan hubungan

kerja oleh pengusaha, yakni :

a.

b.

Nama dan tempat kedudukan perusahaan pemohon .

Nama orang yang bertanggung jawab di perusahaan .

Nama , jabatan dan alamat pekerja yang dimohonkan pemutusan
hubungan kerjanya .

Umur dan jumlah keluarga dari pekerja.

Masa kerja dan tanggal mulai kerja .

Tempat pertama kali di terima bekerja .

Rincian penghasilan terakhir berupa uang dan nilai catu yang diberikan
dengan cuma — cuma.

Upah terakhir yang di terima pekerja.

Alasan pengusaha untuk melakukan pemutusan hubungan kerja secara
terinci.

Bukti telah diadakan perundingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
Undang — Undang No. 12 tahun 1964.

Tanggal terhitung mulai berlakunya pemutusan hubungan kerja di
mohonkan.

Tempat dan tanggal permohonan izin pemutusan hubungan kerja diajukan.

m. Hal - hal lain yang dianggap perlu.

SKRIPSI
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n. Permohonan izin harus dibuat diatas kertas bermatera.

Panitia Penyelesaian Perselisthan Perburuhan Daerah maupun Pusat
menyelesaikan permohonan izin dalam waktu sesingkat — singkatnya menurut tata
cara yang berlaku untuk penyelesaian perselisihan perburuhan yang diatur dalam
pasal 6 Undang — Undang No. 12 tahun 1964. Dalam mengambil keputusan , P4-
Daerah maupun P4- Pusat memperhatikan keadaan dan perkembangan lapangan kerja
serta kepentingan pekerja maupun perusahaan ''.

Apabila salah satu pihak tidak dapat menerima putusan P4-Daerah, maka
dalam waktu 14 ( empat belas ) hari setelah putusan diterima pihak — pihak yang
bersangkutan pekerja dan pihak pengusaha maupun organisasi pekerja atau organisasi
pengusaha yang bersangkutan dapat mengajukan banding kepada P4-Pusat melalui
P4-Daerah.

Dalam menyelesaikan banding , maka P4-Pusat menurut tata cara yang
berlaku untuk menyelesaikan perselisihan perburuhan dalam tingkat banding |,
putusan P4-Pusat merupakan putusan akhir yang sifatnya mengikat serta tidak ada
kemungkinan untuk mengajukan banding lagi atau kasasi pada instansi lain.

Perlu ditegaskan pula bahwa selama permohonan izin pemutusan hubungan
kerja belum diperoleh atau selama keputusan banding sehubungan dengan adanya
permintaan ulang pemeriksaan oleh P4-Pusat atas keputusan P4-Daerah belum
diperoleh , maka baik pengusaha maupun pekerja yang bersangkutan harus tetap

menjalankan kewajibannya masing — masing , pekerja harus tetap melakukan

" FX. Djumialji , “Pemutusan Hubungan Kerja” , Cet 11l | Rineka Cipta , Jakarta , 1992 h 12,
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pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya dan pihak pengusaha wajib membayar
upah pekerja tersebut .

Apabila pengusaha melakukan tindakan skorsing , maka selama izin dari P4-
Daerah atau P4-Pusat belum diberikan , maka bagi pekerja yang terkena skorsing
tetap berhak mendapatkan upah serendah — rendahnya 50 % ( lima puluh prosen ) ,
masa skorsing berlaku paling lama 6 ( enam ) bulan dan setelah masa skorsing

berakhir , pekerja atau tenaga kerja yang bersangkutan tidak lagi mendapat upah.

2.2. Hal- Hal Penyebab Dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja

Berkenaan dengan tanggung jawab atas jalannya perusahaan , pengusaha
berupaya mengambil keputusan terhadap masalah yang dapat mempengaruhi jalannya
perusahaan . Pengusaha menghendaki kebebasan dalam memutuskan hubungan kerja
dengan pekerjanya dalam hal jika pengusaha tidak puas dengan hasil kerja dari
pekerjanya tersebut , atau keadaan mendesak misal perusahaan membutuhkan
pengurangan pekerja sebagai salah satu tindakan ekonomis yang diperlukan .

Pengusaha yang hendak melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap
pekerjanya harus didasari alasan yang membenarkan dilakukannya tindakan tersebut
dan tidak dibenarkan melakukan peyimpangan atas peraturan perundang — undangan
yang berlaku yakni Undang — Undang No. 12 Tahun 1964 mengenai Pemutusan
Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta Jo. Peraturan Menteri Tenaga Kerja
No.03/MEN/1996 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan

Uang Pesangon , Uang Jasa dan Ganti Kerugian di Perusahaan Swasta . Peraturan
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perundang — undangan tersebut diatas memberikan perlindungan hukum bagi pekerja
dari perlakuan yang tidak adil , perlindungan hukum yang diberikan pemerintah
terhadap pekerja dalam pelaksanaan pemutusan hubungan kerja melalui Undang —
Undang No.12 tahun 1964 Jo. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER.03/MEN/
1996 yaitu dengan cara :

a. Memberi kepastian kerja bagi pekerja .

b. Melindungi pekerja dari tindakan pemutusan hubungan kerja yang bersifat

sewenang — wenang oleh pengusaha.

Ketentuan — ketentuan tentang pemberhentian pekerja tidak hanya terbatas

pada tindakan meringankan penderitaan para pekerja yang telah atau akan
diberhentikan, tetapi juga membatasi atau mengekang pengusaha untuk melakukan
pemutusan hubungan kerja , pengusaha dalam melakukan pemutusan hubungan kerja
tanpa alasan — alasan yang membenarkan dilakukannya tindakan tersebut , maka
pekerja yang bersangkutan dapat mengajukan perkaranya pada instansi yang
berwenang seperti yang di kemukakan oleh Imam Soepomo ,
Bahwa seorang buruh yang diperhatikan harus berhak menentang pemberhentiannya
atas dasar bahwa pemberhentiannya itu tidak beralasan , melalui cara pengaduan dan
jika perlu melalui pengadilan , badan arbitrase atau badan lainnya yang tak memihak
atau badan kerja dan kerja sama yang berwenang memeriksa dan mengambil putusan
terhadap soal yang dijadikan alasan pemberhentian '*.

Demikian halnya pada PT. Cahaya Purnama sebagai perusahaan yang

mempunyai tanggung jawab terhadap hak — hak pekerjanya , dalam melakukan

"2 Imam Soepomo ,” Pengantar Hukum Perburuhan’ | Cet XI , Djambatan |, Jakarata , 1995 _ h 69
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pemutusan hubungan kerja selalu bersarkan pada alasan - alasan yang
membenarkan dilakukannya tindakan pemutusan hubungan kerja tersebut.

Kendati pemerintah telah melakukan upaya pencegahan pemutusan hubungan
kerja , akan tetapi dalam kenyataannya terbukti bahwa pemutusan hubungan kerja
tidak dapat dicegah seluruhnya . Pengusaha terpaksa melakukan pemutusan hubungan
kerja dengan para pekerjanya dikarenakan adanya masalah — masalah yang dihadapi
oleh pengusaha , baik karena sifat mental dari pekerja maupun menghadapi
perusahaan yang semakin menurun perkembangan dan produktivitasnya .

Beberapa hal yang dapat dijadikan alasan dasar pemutusan hubungan kerja
oleh pengusaha dapat digolongkan menjadi 3 ( tiga ) golongan , yaitu :

1. Alasan — alasan yang berhubungan atau yang melekat pada pribadi pekerja .

2. alasan — alasan yang berhubungan dengan tingkah laku pekerja .

3. Alasan — alasan yang berkenaan dengan jalannya perusahaan.

Dalam alasan — alasan yang berhubungan atau melekat pada pribadi pekerja ,
yakni menjadi permasalahan dalam pemutusan hubungan kerja yaitu keadaan pekerja
itu sendiri yang tidak cakap atau tidak mampu secara badaniah maupun
rohaniah.Dalam hal ini keadaan pekerja yang mungkin cacat akan berpengaruh dalam
bekerja sehingga hasil pekerjaannya. Tidak dapat memenuhi kualitas dari apa yang
diinginkan perusahaan , dalam hal ini apabila pengusaha telah melakukan upaya
dengan memindahkan pekerja tersebut kebagian — bagian lain tetapi tetap tidak ada
perubahan , maka perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap

pekerja tersebut .
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Selanjutnya alasan yang kedua , yaitu alasan — alasan yang berhubungan dengan
tingkah laku pekerja , alasan ini berkaitan dengan kesalahan — kesalahan pekerja yang
sering terjadi atau dilakukan oleh pekerja dapat diklasifikasikan atas kesalahan kecil ,
kesalahan sedang dan juga kesalahan besar.

Sementara yang dimaksud dengan kesalahan kecil adalah , kesalahan — kesalahan
akibat adanya ketidak mampuan , dan kurangnya pengetahuan pihak pekerja dalam
menjalankan pekerjaan yang telah menjadi tanggung jawabnya, kesalahan demikian
ini timbul bukan karena adanya itikad buruk dan masih dapat dibina agar pekerja
yang bersangkutan dapat memperbaiki kesalahan — kesalahan itu , contoh kesalahan
yang dapat digolongkan pada kesalahan kecil yakni , menempatkan alat kerja tidak
pada tempatnya , mengerjakan pekerjaan diluar ketentuan yang berlaku dan lain —
lain .

Apabila pekerja demikian , setelah berkali — kali dinasehati dan dibimbing
ataupun dipindahkerjakan tetap saja tidak memberikan perubahan yang positif , dan
setelah diberi peringatan pertama , kedua ,dan ketiga tetap tidak ada perubahan ,
maka pengusaha diperbolehkan melaksanakan pemutusan hubungan kerja dengan
pekerja tersebut.

Beberapa kesalahan yang termasuk dalam kesalahan sedang antara lain :

a. Sering melakukan penolakan — penolakan atas perintah kerja yang layak.

b. Sering malalaikan kewajiban -- kewajibannya atau bertindak serampangan

dalam menangani pekerjaannya dan tidak memperdulikan atas petunjuk —

petunjuk yang baik.
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c. Sering bekerja sambil berbincang — bincang atau memancing pekerja lainnya
agar sambil mengerjakan pekerjaannya mau diaajak berbincang — bincang
olehnya .

Apabila pekerja tersebut telah diperingatkan sampai tiga kali tetapi tetap tidak

menunjukkan adanya suatu perubahan , maka terpaksa perusahaan melakukan

pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja tersebut.

Sedangkan kesalahan besar atau kesalahan berat , yaitu kesalahan atau perbuatan
pekerja yang negatif, yang sulit untuk dimaafkan sehubungan dengan akibat —
akibatnya demikian merugikan perisahaan atau perbuatannya itu dapat
membahayakan pekerja — pekerja lainnya dalam lingkup perusahaan tersebut.
Pengusaha mempunyai alasan — alasan yang mendesak untuk memutuskan hubungan
kerja dengan pekerja yang demikian,menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.
PER.03/MEN/1996 pasal 18 ayat ( 1 ) nya menyebutkan bahwa ,

Izin pemutusan hubungan kerja dapat diberikan karena pekerja melakukan kesalahan
berat sebagai berikut:

a. Penipuan, pencurian dan penggelapan barang atau uang milik pengusaha atau

milik teman pengusaha .

b. Memberikan keterangan paisu atau yang dapat dipalsukan sehingga
merugikan pengusaha atau kepentingan negara .

c. Mabuk , minum — minuman keras yang memabukkan , madat , memakai obat
bius ,atau menyalahgunakan obat — obatan terlarang atau obat — obatan
perangsang lainnya di tempat kerja yang dilarang oleh peraturan perundang —
undangan .

d. Melakukan perbuatan asusila atau melakukan perjudian di tempat kerja .

e. Melakukan tindak kejahatan misalnya menyerang , mengintimidasi atau

menipu pengusaha , atau teman sekerja dan memperdagangkan barang
terlarang baik dalam lingkungan maupun di luar perusahaan .
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f. Menganiaya , mengancam secara fisik atau mental , menghina secara kasar
pengusaha atau keluarga pengusaha atau teman sekerja .

g. Membujuk pengusaha atau teman sekerja untuk melakukan perbuatan yang
bertentangan dengan hukum atau kesusilaan serta peraturan perundang —
undangan yang berlaku .

h. Dengan ceroboh atau sengaja, merugikan atau membiarkan dalam keadaan
bahaya barang milik pengusaha .

1. Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan diri atau teman
sekerja dalam bahaya .

J.  Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan atau mencemarkan nama
baik perusahaan dan atau keluarga pengusaha yang seharusnya di rahasiakan
kecuali untuk kepentingan negara .

k. Melakukan kesalahan - kesalahan yang bobotnya sama setelah mendapat
peringatan terakhir yang masih berlaku .

. Hal — hal lain yang diatur dalam perjanjian kerja dan peraturan perusahaan
atau kesepakatan kerja bersama .

Pihak pengusaha lazim pula melakukan penelitian — penelitian terlebith dahulu
sebelum melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja yang disangka
melakukan kesalahan — kesalahan berat , selama penelitian ini berlangsung .

Kepada pekerja yang bersangkutan dilakukan pemberhentian sementara atau
skorsing , cara demikian adalah lebih baik sebab apabila pekerja tersebut ternyata
hanya terkena fitnah atau kesalahannya hanya merupakan ketidaksengajaan ,sedang
pekerja untuk selanjutnya menyatakan dimuka pengusaha dan serikat pekerjannya
bahwa tidak akan mengulangi kesalahannya , maka kepada pekerja yang
bersangkutan diberi kesempatan untuk melakukan hubungan kerja.

Sebagai alasan ketiga adalah alasan — alasan yang berkenaan dengan jalannya
perusahaan ada yang timbul secara langsung dari aturan yang berhubungan dengan
jalannya seperti modernisasi , otomatisasi , mekanisasi ,dan rasionalisasi , perubahan

hasil produksi atau perubahan cara produksi dan dalam keahlian yang diperlukan ,
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diperlukan , penutupan bagian — bagian dan lain — lain . selain itu juga dapat
diakibatkan oleh faktor dari luar perusahaan , misalnya kesulitan penjualan dan
mendapatkan kredit , tidak adanya pesanan atau bahan mentah , menurunnya
permintaan , kebijaksanaan pemerintah , meningkatnya persaingan dan sebagainya.
Selain alasan — alasan yang telah dijabarkan diatas pengusaha dapat
melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan karena pekerja mangkir, hal ini
diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER.03/MEN/1996 pasal 15 ayat
( 1) yang menyebutkan bahwa :
Dalam hal pekerja tidak masuk bekerja dalam waktu sedikit — dikitnya 5 ( lima ) hari
kerja berturut — turut tanpa keterangan secara tertulis dengan bukti yang sah dan telah
dipanggil oleh pengusaha , pekerja tersebut dianggap mengundurkan diri.
Selanjutnya dalam hal tertentu pengusaha dilarang melakukan pemutusan
hubungan kerja dengan pekerjanya , yaitu :

a. Selama pekerja berhalangan menjalankan pekerjaannya karena sakit menurut
keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 ( dua belas ) bulan
secara terus menerus.

b. Selama pekerja berhalangan menjalankan pekerjaan karena memenuhi
kewajiban kepada negara yang ditetapkan pemerintah atau Undang — Undang
atau karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya dan yang
disetujui pemerintah.

c. Karena alasan menikah , hamil , atau melahirkan bagi pekerja wanita .

d. Hal — hal yang berhubungan dengan kepengurusan dan atau keanggotaan

serikat pekerja yang terdaftar di Departemen Tenaga Kerja atau dalam rangka
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membentuk serikat pekerja atau melaksanakan tugas — tugas atau fungsi
serikat pekerja atas izin tertulis pengusaha atau yang diluar jam kerja atau di
dalam jam kerja atas izin tertulis pengusaha atau diatur dalam kesepakatan
kerja bersama.

e. Pengaduan pekerja kepada yang berwajib mengenai tingkah laku pengusaha

yang terbukti melanggar peraturan negara .

f. Paham , agama, aliran ,suku , golongan , atau jenis kelamin.

Alasan — alasan yang disebutkan diatas bukanlah alasan — alasan yang pokok
untuk dapat melakukan pemutusan .Dalam memeriksa kasus per kasus , alasan —
alasan yang dipertimbangkan dalam hubungannya dengan semua kejadian
disekitarnya dan pemberhentian pada umumnya hanya dipandang beralasan , juga
dengan mempertimbangkan kepentingan — kepentingan yang wajar baik dari pekerja

dan dari perusahaan.

2.3. Prosedur Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja di PT. Cahaya
Purnama
Tata cara yang dianut pada pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha atau
majikan itu , merupakan aspek yang sangat penting dalam suatu hubungan kerja .Hal

tersebut disebabkan aturan dan praktek yang dilakukan dalam hal pemberhentian
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(dismissal ) atau penghematan ( lay — of ) mempengaruhi kepentingan vital dari
majikan dan tenaga kerja'.

Prosedur pemberhentian dan penghematan dengan sendirinya harus melihat
latar belakang perekonomian pada umumnya dari negara yang bersangkutan
Jperaturan mengenai prosedur pemutusan hubungan quja harus memperhatikan
kepentingan majikan dan pekerja , yakni mengadakan penyelesaian yang layak dan
praktis ,dalam hal ini pemerintah mempunyai kepentingan secara langsung dalam
peraturan semacam itu .Pemerintah bertanggung jawab atas penetapan ketentuan —
ketentuan untuk mencegah gangguan — gangguan dalam proses ekonomi dan
ketertiban umum serta untuk memberi perlindungan yang layak kepada pihak yang
ekonominya lemah ' .

Sementara itu tata cara atau pelaksanaan prosedur pemutusan hubungan kerja
pada PT. Cahaya Purnama yang berlokasi di kabupaten Sidoarjo lebih mengacu pada
ketentuan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. PER .03/MEN/1996 tentang
Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon , Uang Jasa
, dan Ganti kerugian di Perusahaan Swasta dimana hal in1 ditegaskan dalam peraturan
perusahaan PT. Cahaya Purnama pada pasal 26 ayat ( 1 ) nya.

Dalam ketentuan tersebut tidak hanya memuat suatu prosedur pelaksanaan
pemutusan hubungan kerja yang kiranya dianggap cukup layak dan praktis namun

juga memuat ketentuan yang mengatur besarnya uang pesangon , uang jasa , dan

3 y.W.Sunindhia , S.H. “Masalah PHK dan Pemogokan™ Cet | , Bina Aksara , Jakarta , 1988 | h 36.
' Lanny Ramli, S.H. , M.H. , “Pengaturan Ketenagakerjaan di Indonesia" , Airlangga University
Press , Surabaya , h 28.
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ganti kerugian sebab disamping kewajiban majikan dan hak pekerja sebagai akibat
pemberhentian tersebut , perundang — undangan dan praktek di banyak negara ,
menghendaki agar majikan membayar pula sejumlah uang pesangon ( tunjangan
pemberhentian ) kepada pekerja yang diberhentikan , perlu diketahui bahwa pesangon
ini harus dibedakan dari ganti rugi untuk tenggang waktu pernyataan pengakhiran |
dan harus dibedakan pula dari ganti rugi untuk pemberhentian yang tidak beralasan ,
dimana penjelasan mengenai rincian tunjangan tersebut akan di bahas pada bab lain
dari penulisan skripsi ini.

PT.Cahaya Purnama dalam beberapa hal cenderung memberlakukan
ketentuan Peraturan Perundang — undangan yang baru yakni Undang — Undang No.13
Tahun 2003 ,ini ditengarai dari adanya upaya sosialisasi Undang — Undang tersebut
di lingkup kerja PT. Cahaya Purnama beberapa waktu ini.Namun di lain masalah
seperti megenai pelaksanaan prosedur pemutusan hubungan kerja PT. Cahaya
Purnama masih menggunakan ketentuan hukum yang lama yakni undang — undang
no.12 tahun 1964 , tidak ada peraturan pemerintah yang melarang hal tersebut karena
pada dasarnya hal — hal yang demikian itu terjadi atau lahir dari adanya kesepakatan
antara kedua belah pihak dalam hal ini pekerja dengan majikan seperti yang tertuang
dalam perjanjian kerja atau pada kesepakatan kerja bersama
2.4. Alasan — Alasan Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Pengusaha

Masalah pemutusan hubungan kerja berkaitan erat dengan adanya suatu
jaminan atas sejumlah pendapatan bagi buruh yang kehilangan pekerjaan

berdasarkan alasan itu pula hendaknya syarat yang harus dipenuhi dan prosedur yang
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harus ditempuh dalam pemutusan suatu hubungan kerja memperhatikan falsafah
umum hakikat hubungan kerja yang telah mengalami perkembangan dan kemajuan
yang berarti dewasa ini.

Ketentuan pemberhentian tenaga kerja berkembang tidak hanya menjadi
terbatas pada mengadakan keringanan penderitaan pekerja yang tela.h atau akan
diberhentikan , tetapi juga membatasi kebebasan majikan untuk melakukan
pemberhentian karena alasan — alasan tertentu dan berikutnya pemberhentian harus
berdasarkan alasan yang membenarkan pemberhentian itu.

Kesimpulannya bahwa seorang pekerja yang diberhentikan berhak untuk
menentang pemberhentianya bila terbukti pemberhentiannya tidak beralasan , dapat
diselesaikan dengan upaya pengaduan dar bila perlu ke Pengadilan , dapat juga
melalui badan arbitrase atau badan lainnya yang tidak memihak atau badan kerjasama
yang berwenang memeriksa dan mengambil putusan terhadap faktor yang dijadikan
alasan pemberhentian , pekerja berhak terus bekerja , kecuali bila ada alasan yang

membenarkan pemberhentiannya .

PT. Cahaya Purnama dalam hal imi melalui ketentuan Peraturan Perusahaan
, cukup memberikan gambaran yang jelas mengenai beberapa faktor penyebab
dilakukannya pemutusan hubungan kerja dengan pekerjanya ,pada pasal 23 mengatur

tentang tingkat kesalahan yang dapat dikenakan sanksi surat peringatan dan sanksi

pemutusan hubungan kerja , yang isinya :

1. TINGKAT KESALAHAN DENGAN SANKSI SP I DAN Il
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Kesalahan / pelanggaran terhadap TATA TERTIB KERJA , dan kesalahan /
pelanggaran antara lain :

a.

b.

C.

d.

Membawa / menggunakan barang — barang milik perusahaan diluar
lingkungan perusahaan tanpa seizin pengusaha.

Membawa orang tua atau keluarganya masuk kelokasi perusahaan
kecuali dengan izin pimpinan perusahaan.

Mangkir 3 kali sebulan , atau 2 hari berturut — turut dalam waktu 1
bulan, atau sampai 3 hari berturut — turut dalam waktu 1 bulan.
Memasukkan kartu absensi orang lain atau menyuruh orang lain
memasukkan kartu absensi pada alat check-clok.

2. TINGKAT KESALAHAN DENGAN SANKSI SURAT PERINGATAN (SP)
III/ TERAKHIR , YAITU :

a.

Menolak / membantah untuk melaksanakan perintah yang layak dan
teguran dari atasan atas kesalahannya tanpa alasan yang dapat
diterima.

Merubah atau memalsukan data yang ada di kartu check-clock milik
sendiri maupun milik karyawan lain.

Melakukan pekrjaan secara serampangan hingga perusahaan
mengalami kerugian.

Menolak kerja lembur dengan alasan yang tidak dapat dipertanggung
jawabkan.

Memakai kendaran perusahaan tanpa izin perusahaan.

Menambah , mengurangi ,merubah , merobek ,atau menempelkan
sesuatu pada pengumuman atau papan pengumuman yang ada dalam
lingkungan perusahaan kecuali atas perintah atau seizin personalia
,bila pengumuman itu dikeluarkan Departemen selain personalia dan
berlaku khusus untuk karyawan dari bagian yang bersangkutan ,maka
penambahan dan perubahan harus seizin atau oleh kepala bagian
tersebut.

Mereka yang secara sengaja menghalangi kelancaran produksi.
Menjalankan usaha — usaha pribadi pada jam kerja di dalam
perusahaan tanpa seizin pengusaha.

Mengabaikan peringatan untuk memperbaiki mutu pekerjaan , cara
bekerja, maupun disiplin kerja.

Karyawan yang sering melakukan kesalahan kerja , walaupun sudah
mendapat teguran — teguran.

Tidur pada waktu kerja tanpa persetujuan dari Kepala Bagian.
Karyawan yang menolak untuk diperiksa badannya / barang
bawaannya / tas dan lainnya oleh satpam dinas jaga pada waktu masuk
/ pulang kerja atau pada saat dirazia atau ada unsur kecurigaan.

3. TINGKAT KESALAHAN DENGAN SANKSI PEMUTUSAN
HUBUNGAN KERJA
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Penipuan , pencurian dan penggelapan barang / uang milik pengusaha
atau teman sekerja /atau milik teman pengusaha.

Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga
merugikan perusahaan atau kepentingan negara.

Mabuk , minum — minuman keras yang memabukkan , madat ,
memakai obat bius , atau menyalahgunakan obat — obatan perangsang
lainnya di tempat kerja yang dilarang peraturan perundang -
undangan.

Melakukan tindakan kejanhatan misalnya menyerang , mengintimidasi
atau terlibat perkelahian atau menipu pengusaha atau teman sekerja
atau memperdagangkan barang terlarang baik dalam lingkungan
perusahaan maupun diluar lingkungan perusahaan.

Menghasut , menganiaya , mengancam secara fisisk atau mental |
menghina secara kasar Direksi / Kepala Bagian atau teman sekerja.
Membujuk pengusaha atau teman sekerja untuk melakukan suatu
perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau kesusilaan serta
peraturan perusahaan yang berlaku.

Dengan ceroboh , atau sengaja merusak , merugikan atau membiarkan
dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan.

Dengan ceroboh atau sengaja merusak merugikan , atau membiarkan
diri atau bergurau dengan teman sekerjanya sehingga membahayakan /
merugikan / menciderai teman sekerjanya atau orang lain.
Membongkar dan membocorkan rahasia perusahaan atau
mencemarkan nama baik perusahaan dan atau keluarga pengusaha
yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara.
Melakukan perbuatan asusila di tempat kerja .

Sengaja membuat api di lingkungan perusahaan yang sifatnya
mengancam keselamatan baik pekerja lain maupun barang / harta
milik perusahaan.

Berjudi di dalam komplek perusahaan.

Karyawan yang menyediakan tenaganya secara perorangan atau
berkelompok / bersama dengan pekerja lainnya , langsung atau tidak
langsung untuk kepentingan pribadi dan merugikan perusahaan.
Memalsukan dokumen perusahaan yang dapat merugikan perusahaan.
Menyalahgunakan tanggung jawab dan kedudukannya antara lain
menerima dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi atau
keluarga yang ada kaitannya dengan perusahaan tanpa seizin dari
Direksi.

Menyelenggarakan atau menghadiri pertemuan — pertemuan , rapat —
rapat , mengedarkan / menempelkan selebaran di lingkungan
perusahaan yang sifatnya bertentangan atau menghasut kebijaksanaan
pemerintah.
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q. Tanpa wewenang yang sah membawa senjata tajam , senjata api ,
bahan peledak , atau alat perkelahian lainnya yang tidak ada
hubungannya dengan tugas pekerjaan ke dalam komplek perusahaan.

r. Membujuk karyawan lainnya untuk melaksanakan atau tidak
melaksanakan sesuatu yang mengakibatkan kerugian pada perusahaan
atau efek — efek destruktif.

s. Melakukan kesalahan yang bobotnya sama setelah mendapat
peringatan SP III yang masih berlaku.

Pekerja — pekerja yang melakukan pelanggaran / kesalahan tersebut diatas

dapat diberikan pemutusan hubungan kerja langsung tanpa peringatan.

Pada PT. Cahaya Purnama hubungan kerja antara perusahaan dengan karyawan

putus dapat terjadi dikarenakan beberapa hal , antara lain :

a.
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Berakhirnya hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu sebagaimana di
maksud dalam perjanjian kerja.

Pemutusan hubungan kerja atas permintaan sendiri.

Pekerja meniggal dunia.

Pekerja yang tidak cakap dalam melaksanakan pekerjaan walaupun telah di
coba dipekerjakan dimana — mana , dan dianggap sudah tidak sanggup lagi
bekerja lagi.

PHK yang disebabkan tindakan efisiensi / penutupan perusahaan / pailit / hal
— hal lain yang menyebabkan perusahaan tidak dapat melakukan aktivitasnya .
Karyawan yang dijatuhi hukuman oleh pengadilan karena melakukan tindak
pidana.

Karyawan yang sakit setelah 12 ( dua belas ) bulan dan belum dapat
melaksanakan tugas pekerjaannya berdasarkan keterangan dokter yang

merawatnya.
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h. Karyawan yang mangkir 5 ( lima ) hari berturut — turut.
1. Karyawan yang tidak mengindahkan peringatan terakhir.
j. Karyawan yang melakukan kesalahan yang termasuk dalam klasifikasi pasal
23 ayat ( 3 ) Peraturan Perusahaan,yakni TINGKAT KESALAHAN YANG
TERKENA SANKSI PHK.

k. Karyawan yang telah mencapai usia lebih dari 55 tahun , kecuali pemikiran
dan tenaganya masih diperlukan oleh perusahaan .

Apabila ada dispensasi dari pihak Direksi secara tertulis , maka pelaksanaan
pemutusan hubungan kerja dapat dipertimbangkan kembali semisal ditunda atau
dibatalkan sesuai dengan dispensasi Direksi tersebut.

Pada prinsipnya faktor penyebab dilakukannya pemutusan hubungan kerja di
PT.Cahaya Purnama sebagian besar cenderung mengacu pada ketentuan Peraturan
Menter1 lenaga Kerja No. U3/MEN/ 1696 dan sedikit disesuaikan dengan peraturan

yang mengatur kepentingan perusahaan yang bersifat intern .

SKRIPSI Tinjauan Mengenai Pemutusan... Janne Novita




IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 44

BAB III
PERWUJUDAN PEMENUHAN HAK - HAK PEKERJA YANG

TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

3.1. Pemenuhan Hak — hak Pekerja Oleh Pengusaha

Berakhirnya hubungan kerja bagi pekerja berarti pula kehilangan mata
pencaharian , merupakan permulaan dari segala kesengsaraan ,sebab acapkali
pekerjaan tersebut adalah satu — satunya sumber pendapatan dan penghidupan bagi
pekerja itu sendiri juga keluarganya, untuk membantu atau setidaknya mengurangi
beban pekerja yang di putus hubungan kerjanya mewajibkan pengusaha untuk
memenuhi hak — hak pekerja tersebut.

Kewajiban pengusaha setelah adanya putusan yang menghendaki
dilakukannya pemutusan hubungan kerja ,yakni sesegera munékin pengusaha
melaksanakan isi dari putusan tersebut terlebih dalam pemenuhan hak — hak pekerja
yang terkena pemutusan hubungan kerja .

Perundang — undangan dan praktek di banyak negara , menghendaki majikan
untuk membayar sejumlah uang sebagai uang pesangon , uang jasa dan ganti kerugian
kepada pekerja yang diberhentikan, di Indonesia hal ini diatur dalam ketentuan pasal
7 ayat ( 2 ) Undang — Undang No. 12 Tahun 1964 yang menyatakan ;

“ Dalam hal Panitia Daerah atau Panitia Pusat memberillan izin , maka dapat

ditetapkan pula kewajiban pengusaha untuk memberikan kepada buruh yang
bersangkutan uang pesangon , uang jasa dan ganti kerugian .
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Pesangon tersebut harus diberikan kepada yang berhak dengan seadil — adilnya ,
untuk itu Menteri Tenaga Kerja telah mengeluarkan suatu peraturan tentang besarnya
uang pesangon , uang jasa , dan ganti kerugian tersebut sehubungan dengan
pelaksanaan pemutusan hubungan kerja yang diizinkan oleh Panitia Penyelesaian
Perselisihan Perburuhan Daerah maupun Pusat. Peraturan tersebut adalah Peraturan
Menteri Tenaga Kerja No. 03/MEN/1996 sebagai perwujudan dari pasal 7 ayat ( 3 )
dan pasal 13 Undang — Undang No. 12 Tahun 1964.

Perlu diketahui bahwa pesangon ini harus dibedakan dari ganti rugi untuk
tenggang waktu pernyataan pengakhiran , dan harus dibedakan pula dari ganti rugi
untuk pemberhentian yang tidak beralasan, pembayaran uang pesangon , uang jasa
dan ganti kerugian biasanya bukanlah hukuman yang dijatuhkan kepada majikan atau
pengusaha karena tindakan pengusaha yang salah dalam suatu pemutusan hubungan
kerja , melainkan pembayaran uang oleh pengusaha sebagai tambahan atas upah atau
gaji yang menjadi hak pekerja sebab ia teiah diberhentikan setelah bekerja dan
mengabdi pada pengusaha tersebut selama jangka waktu tertentu , penetapan
besarnya uang pesangon tersebut biasanya seimbang dengan lamanya hubungan kerja
( masa kerja ) dari pekerja yang bersangkutan serta kadang — kadang di bayarkan pula
dalam hal pekerja meninggalkan pekerjaan atas kehendak sendiri .

Dengan begitu setiap pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja dalam
penerimaan uang pesangon tidaklah sama rata antara satu dengan yang lain , hal ini

disesuaikan dengan masa kerja masing — masing , PT. Cahaya Purnama
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mempertimbangkan penetapan ini , yang dijabarkan dalam pasal 28 Peraturan
Perusahaan PT.Cahaya Purnama,

1. Besarnya uang pesangon ditetapkan sebagai berikut:

a. Masa kerja 3 bulan atau lebih tetapi kurang dari 1 tahun, 1 bulan upah
b. Masa kerja 1 atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun . 2 bulan upah
¢. Masa kerja 2 atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun 3 bulan upah
d. Masa kerja 3 atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun 4 bulan upah
¢. Masa kerja 4 atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun 5 bulan upah
f. Masa kerja 5 atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun 6 bulan upah
g. Masa kerja 6 tahun atau lebih 7 bulan upah

2. Besarnya uang penghargaan masa kerja / uang jasa ditetapkan sebagai berikut

a. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun 2 bulan upah
b. Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun 3 bulan upah
c. Masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kutrang dari 12 tahun 4 bulan upah
d. Masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun 5 bulan upah
e. Masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun 6 bulan upah
f. Masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun 7 bulan upah
g. Masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun 8 bulan upah
h. Masa kerja 24 tahun atau lebih 10 bulan upah

3. Besarnya uang ganti pengobatan dan perawatan serta perumahan ditetapkan
sebesar 15 % dari uang pesangon dan atas uang penghargaan masa kerja /

jasa.
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Penetapan pemberian uang pesangon diatas mengacu pada pasal 21 Peraturan
Menteri Tenaga Kerja No. PER.03/MEN/1996 walau tidak sepenuhnya sama ,namun
hal tersebut masih dimungkinkan selama tidak merugikan kepentingan dan hak para
pekerja yang telah kehilangan pekerjaan , sementara itu penetapan besarnya uang
pesangon berdasarkan pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja NQ. PER. 03/ MEN/

1996 ditetapkan sekurang — kurangnya sebagai berikut :

a. Masa kerja kurang dari 1 tahun 1 bulan upah
b. Masa kerja | tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun 2 bulan upah
c. Masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun 3 bulan upah
d. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun 4 bulan upah
e. Masa kerja 4 tahun atau lebih 5 bulan upah

Uang jasa bukanlah uang yang diberikan kerena pekerja lebih berjasa , tetapi
diberikan kerena pekerja telah bekerja lebih dari lima tahun , pekerja yang telah
bekerja selama lima tahun kurang atau meskipun telah banyak jasanya tidak diberi
uang jasa.

Besarnya uang jasa seperti yang telah ditetapkan pada pasal 22 Peraturan menteri

Tenaga kerja No.PER.03/MEN/1996 adalah sebagai berikut :

a. Masa kerja lima tahun atau lebih tetapi kurang dari 10 tahun 2 bulan upah
b. Masa kerja 10 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun 3 bulan upah
c. Masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 20 tahun 4 bulan upah
d. Masa kerja 20 tahun atau lebih tetapi kurang dari 25 tahun 5 bulan upah
€. Masa kerja 25 tahun atau lebih 6 bulan upah
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Sementara untuk penggantian fasilitas pengobatan dan perawatan ditetapkan
sebesar 5 % ( lima prosen ) dari uang pesangon dan uang jasa apabila masa kerjanya
memenuhi syarat untuk mendapatkan uang jasa , berbeda dengan ketentuan yang ada
pada pasal 28 Peraturan Perusahaan PT. Cahaya Purnama yang mengatur penggantian
Tasiias pengobatan dan perawatan ditetapkan sebesar 15 % ( lima belas prosen ) dari
besarnya uang pesangon dan uang jasa yang menjadi hak para pekerja,
kesimpulannya peraturan perusahaan dapat disesuaikan dengan ketentuan peraturan
pemerintah yang ada namun tidak menutup kemungkinan untuk dikembangkan lagi
dengan konsekwensi selama peraturan tersebut tidak menentukan standart dibawah
peraturan pemerintah yang telah mengatur sebelumnya , yang akibatnya dapat
merugikan para pihak yang berselisih dalam hal pemutusan hubungan kerja .

Selain itu PT. Cahaya Purmnama juga menentukan beberapa pemutusan
hubungan kerja yang tidak mendapatkan pesangon, antara lain :

= Berakhirnya masa kontrak kerja .

* Hubungan kerja putus pada masa percobaan 3 ( tiga ) bulan.

= Pekerja dijatuhi hukuman oleh pengadilan karena melakukan tindak

pidana perusahaan.

» Pekerja melakukan pelanggaran yang di klasifikasikan berat seperti yang

tertuang dalam pasal 23 ayat ( 3 ) Peraturan Perusahaan PT. Cahaya
Purmmama yakni TINGKAT KESALAHAN DENGAN SANKSI PHK,

tetapi apabila masa kerjanya telah memenuhi syarat untuk mendapatkan
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uang penghargaan masa kerja , maka pekerja teisebut akan diberikan
haknya .
Dan untuk pekerja yang mengundurkan diri dan masa kerjanya kurang dari 3
tahun , pengusaha tidak berkewajiban memberikan uang pesangon atau ganti rugi
lainnya kecuali upah pekerja yang belum diterimakan.Uang jasa bukanlah uang yang
diberikan karena pekerja karena lebih berjasa, tetapi uang jasa diberikan pada pekerja
yang masa kerjanya telah menginjak 5 tahun atau lebih.
Mengenai pengertian upah untuk pemberian uang pesangon , uang jasa , dan
ganti kerugian lainnya , ialah :
1. Upah pokok .
2. Segala macam tunjangan yang bersifat tetap di berikan kepada pekerja dan
keluargannya .

3. Harga pemberian dari catu yang diberikan kepada pekerja secara cuma — cuma
, apabila pekerja dengan subsidi maka sebagai upah dianggap selisih antara
harga pembelian dengan harga yang. harus dibayar oleh pekerja.

Dalam pemberian uang pesangon , uang jasa , dan ganti kerugian juga didasarkan
pada alasan — alasan pemutusan hubungan kerja tersebut .Pemberian uang pesangon ,
uang jasa , dan ganti kerugian pada pemutusan hubungan kerja karena sikap mental
pekerja tentunya berbeda dengan pemutusan hubungan kerja berkenaan dengan
jalannya perusahaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 03/MEN/ 1996 pasal 18 ayat (4)

, pekerja yang diputus hubungan kerjanya karena melakukan kesalahan berat tidak

SKRIPSI Tinjauan Mengenai Pemutusan...

Janne Novita



IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

50

berhak mendapatkan uang pesangon , tetapi berhak mendapatkan uang jasa , apabila
masa kerjanya memenuhi syarat untuk mendapatkan uang jasa dan ganti kerugian ,
sedangkan pada ayat ( 5 ) pekerja yang diputus hubungan kerjanya karena melakukan
pelanggaran diluar kesalahan berat berhak mendapatkan uang pesangon , uang jasa
dan ganti kerugian .

Dalam hal pemutusan hubungan kerja bukan karena kesalahan pekerja atau
karena tindakan efisiensi perusahaan , maka pekerja tersebut mendapatkan 2 ( dua )
kali besarnya uang pesangon , uang jasa , dan ganti kerugian , kecuali atas persetuju-
an kedua belah pihak ditentukan lain .

Begitu juga halnya dengan PT. Cahaya Purnama , dalam pemenuhan
kewajibannya pada pekerja yang diberhentikan , pemutusan hubungan kerja selalu
didasarkan pada alasan — alasan yang mendasari pemutusan hubungan kerja tersebut ,
dimana perhitungan pemberian uang pesangon , uang jasa , ganti kerugian

dipertimbangkan juga dari masa kerja masing — masing pekerja .

3.2. Pemerintah Sebagai Pengawas Dalam Proses Pemenuhan Hak — Hak
Pekerja Setelah Diberlakukannya Pemutusan Hubungan Kerja
Peran pemerintah selanjutnya dalam hal ini bertindak sebagai pengawas
sehubungan dengan putusan panitia daerah atau panitia pusat mengenai Pemenuhan
haka — hak pekerja yang terkena Pemutusan hubungan kerja pada PT. Cahaya

Purnama .
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Arti dari pengawasan di sini adalah megawasi pelaksanaan putusan panitia
daerah yang bersifat mengikat serta pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri yang
membenarkan eksekusi , maka pelaksanaan eksekusi tersebut diawasi oleh pegawal
pengawas sesuai dengan ketentuan pasal 30 Undang — Undang No. 22 tahun 1957
tentang penyelesaian perselisihan perburuhan atau hubungan industrial , dengan
demikian peran serta pemerintah sebagai pihak pengawas putusan panitia daerah atau
panitia pusat dituntut untuk berperan aktif , khususnya pelaksanaan pemenuhan hak —
hak pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja yaitu pemberian uang pesangon,
uang jasa dan ganti kerugian oleh pihak pengusaha .

Selain itu pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyalurkan pekerja pada
perusahaan atau proyek lain apabila pekerja tersebut terkena pemutusan hubungan
kerja masal , akibat dari tindakan pemerintah atau akibat modernisasi ,automatisasi |

efisiensi dan rasionalisasi yang disetujui oleh pemerintah.

3.3.Penuntutan Melalui Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

Dalam hal pemutusan hubungan kerja yang mengakibatkan pekerja harus
kehilangan mata pencahariannya dan mempunyai posisi ekonomi yang berada di
bawah kemampuan ekonomi pengusaha , maka perlindungan hukum lebih
dikonsentrasikan pada kepentingan pekerja dalam upaya pemenuhan hak — haknya .
kebanyakan dalam prakteknya pekerja harus lebih dulu melakukan perbuatan hukum

tertentu agar hak — haknya terlindungi , maka hal inilah yag disebut sebagai
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perlindungan hukum secara aktif salah satu cara yakni dapat mengajukan tuntutan
melalui Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan .

Tidak semua perbedaan pendapat antara pekerja dengan pengusaha dapat disebut
dengan perselisihan perburuhan sebagimana ditentukan dalam Undang — Undang
Nomor 22 Tahun 1957.

Adanya perbedaan pendapat antara pekerja dengan pengusaha adalah karena
perselisihan hak , sebagaimana kita ketahui bahwa hubungan kerja adalah hubungan
yang terjadi setelah para pihak mengadakan perjanjian kerja , jadi dalam hal ini
hubungan kerja dimulai setelah dicapai kesepakatan mengenai hak dan kewajiban
para pihak yang dituangkan dalam perjanjian kerja , sehingga apabila muncul
perselisihan tedapat suatu kemungkinan bahwa salah satu pihak melakukan
wanprestasi atau salah satu pihak menganggap bahwa perjanjian kerja tersebut
dianggap tidak relevan dengan keadaan yang berlangsung saat munculnya
perselisihan .

Undang — Undang Nomor 22 Tahun 1957 tidak secara explisit mensyaratkan
bahwa dari pihak pekerja hanya organisasi pekerja saja yang dapat menjadi salah satu
pihak dalam mengajukan tuntutan kepada pihak lain melalui Panitia Penyelesaian
Perselisihan Perburuhan , namun apabila kita cermati , maka ketentuan tentang pihak
pekerja sebagai salah satu pihak dapat dilihat dalam pasal 1 ayat ( 1 ) huruf ¢ yang
dapat disimpulkan adanya kemungkinan para pihak dalam perselisthan perburuhan
yaitu antara :

1. serikat buruh dengan majikan ;
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2. serikat buruﬁ dengan perkumpulan majikan ;
3. Gabungan serikat buruh dengan majikan ;
4. Gabungan serikat buruh dengan perkumpulan majikan
Dari empat kemungkinan tersebut diatas , terlihat bahwa pekerja secara
perorangan atau beberapa pekerja secara kelompok yang tidak menjadi anggota
serikat pekerja di tempatnya bekerja tidak dapat menjadi pihak yang mengajukan
tuntutan melalui Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan .
Ketentuan lain dalam pasal 9 ayat ( 1 ) menyebutkan bahwa putusan panitia
daerah memuat :
a. Nama serikat buruh dan majikan serta tempat kedudukan mereka ;
b. Ikhtisar dari tuntutan , balasan serta penjelasan lebih lanjut dari kedua
belah pihak ;
c. Pertimbangan yang menjadi dasar putusan itu ;
d. Pokok putusan yang juga memuat pernyataan apakah putusan bersifat
anjuran atau mengikat.
Untuk panitia pusat berlaku ketentuan dalam pasal 14 ayat ( 1 ) yang menyebutkan :
( 1) Putusan Panitia Pusat memuat:
a. Nama serikat buruh dan majikan serta tempat kedudukan mereka :
b. Ikhtisar dari tuntutan , balasan serta penjelasan lebih lanjut dari kedua belah
pihak ;
c. Pertimbangan yang menjadi dasar putusan itu ;

d. Pokok putusan.
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vencermati ketentuan ketiga pasal tersebut diatas terlihat jelas bahwa pekerja
secara perorangan atau secara keiompok yang tidak menjadi anggota organisasi
pekerja tidak dapat mengajukan tuntutan melalui Panitia Penyelesaian Perselisihan
Perburuhan.

Pada satu sisi ketentuan — ketentuan tersebut cukup baik karena memberi
motivasi pekerja untuk menghimpun dirinya dalam satu organisasi pekerja di masing
— masing lingkungan kerjanya dengan harapan para pekerja mempunyai posisi tawar
— menawar ( bargaining position ) yang kuat di hadapan pengusaha , namun di sisi
lain pekerja yang tidak tergabung dalam organisasi pekerja yang tidak tersedia di
ingkungan kerjanya tidak dapat mengajukan penuntutan melalui Panitia Penyelesaian
Perselisithan Perburuhan meskipun hak — haknya sebagai pekerja telah diabaikan oleh
pengusaha , sehingga azas keadilan terabaikan .

Dalam kenyataannya bahwa tidak semua perusahaan terdapal organisasi pekerja
dengan berbagai alasan , misalnya tidak adanya situasi kondusif akibat pihak
pengusaha mempersulit para pekerja untuk mendirikan organisasi dengan ancaman
akan melakukan pemecatan kepada mereka yang berani mendirikan serikat pekerja .

Karena alasan azas keadilan tidak tercapai,sementara pekerja yang menjadi
anggota atau bukan anggota dari suatu organisasi pekerja juga masih memerlukan
perlindungan hukum secara aktif dalam pemenuhan hak — hak normatifnya setelah
dilakukan pemutusan hubungan kerja ,maka pernyataan yang menyatakan bahwa
pekerja yang bukan anggota dari organisasi pekerja tidak dapat mengajukan

penuntutan  melalui Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan mulai bergeser
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dalam hal ini tidak dapat melakukan penuntutan melalui Panitia Penyelesaian
Perselisihan Perburuhan bukan berarti tidak boleh atau tidak adanya kemungkinan
untuk melakukan penuntutan tersebut sebab azas keadilan perlu ditegakkan dan agar
pekerja yang telah kehilangan pekerjaan tersebut tidak merasa diabaikan hak —
haknya setidaknya jalan yang ditempuh melalui Panitia Penyelesaian Perselisihan

Perburuhan dapat menghasilkan suatu solusi yang adil bagi kedua belah pihak .

3.4. Penuntutan Melalui Pengadilan

Dengan adanya ketentuan Undang — Undang Nomor 22 Tahun 1957 pasal 1 ayat
( 1) huruf ¢ yang sécara limitatif menyebutkan para pihak yang dapat mengajukan
tuntutan melalui Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan , maka pekerja baik
secara perorangan atau kelompok yang tidak tergabung dalam suatu serikat pekerja
dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan.

Ada beberapa keuntungan penyelesaian melalui jalur pengadilan bila
dibandingakan dengan penyelesaian melalui Panitia Penyelesaian Perselisihan
Perburuhan , antara lain :

1. Pekerja sebagai subyek hukum dapat mengajukan tuntutan ganti rugi lebih
besar dari ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.03/MEN/1996 atas
perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pengusaha .

2. Pelaksanaan putusan pengadilan dapat dilakukan dengan segera kecuali
keputusan tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap , hal ini relatif lebih

sederhana dan cepat dibandingkan dengan putusan Panitia Penyelesaian
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Perselisihan Perburuhan Daerah yang untuk dapat dilaksanakan dan bersifat
mengikat jika dimintakan fiat eksekusi pada Pengadilan Negeri yang daerah
hukumnya meliputi tempat keduadukan pihak kepada siapa putusan itu akan
dijalankan hal ini diatur dalam pasal 10 ayat ( 2 ) Undang — Undang Nomor
22 Tahun 1957, dan untuk putusan Panitia Penyelesaian Perselisithan
Perburuhan Pusat dimintakan kepada Pengadilan Negeri di Jakarta .

Adalah pasal 1365 kitab Undang — Undang Hukum Perdata yang menjadi dasar
diajukannya gugatan yang menyatakan , tiap perbuatan yang melanggar hukum ,
yang membawa kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya
menerbitkan kesalahan itu , mengganti kerugian tersebut , dalam hal ini pengusaha
telah melakukan perbutan melanggar hukum yaitu tidak menempuh prosedur
pemutusan hubungan kerja sebagaimana ditentukan dalam Undang — Undang Nomor
12 1anun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta .

Berdasarkan wuraian tersebut diatas apabila mengajukan gugatan melalui
pengadilan akan dapat diterima karena telah jelas para pihak yang bersengketa yaitu
pengusaha dan pekerja serta obyek gugatannya yaitu perbuatan melawan hukum dan
kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan tersebut , yaitu hilangnya mata pencaharian
, hilangnya masa depan karena hilangnya pekerjaan dan biaya — biaya yang

dikeluarkan selama proses penyelesaian sedang berlangsung.
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BAB 1V

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Setelah melalui ulasan serta pembahasan yang dikemukakan , maka dapat

disimpulkan sebagai berikut :

a. Dalam melakukan pemutusan hubungan kerja dengan pekerjanya P1. Cahaya
Purnama selalu mendasarkan pada alasan — alasan yang membenarkan
pemutusan hubungan kerja tersebut hal ini diatur dalam Peraturan Perusahaan
PT. Cahaya Purnama yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang —
undangan yakni Undang — Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan
Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta jo. Peraturan Menteri Tenaga Kerja
No. PER 03/MEN/1996.Tanggung jawab pengusaha bagi pekerja yang
terkena pemutusan hubungan kerja adalah memberikan hak — hak pekerja
tersebut setelah kehilangan pekerjaan dan mata pencahariannya . Salah satu
bentuk tanggung jawab tersebut adalah dengan menindaklanjuti pelaksanaan
pemutusan hubungan kerja sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku .
Pada kenyafaannya PT. Cahaya Purnama memberikan hak — hak pekerjanya
yang meliputi uang pesangon , uang jasa dan ganti kerugian dengan

perhitungannya di tetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja
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No.PER.03/MEN/1996 mengenai besarnya uang pesangon , uang jasa dan
gant1 kerugian .

b. Secara yuridis pekerja mendapaf perlindungan berupa prosedur — prosedur
yang harus di tempuh oleh pengusaha dan apabila prosedur tersebut tidak
dilakukan oleh pengusaha, dan para pekerja beranggapan perlindungan
tersebut belum maksimal , maka pekerja dapat mengajukan gugatan kepada
pengusaha , melalui pengadilan atas perbuatan melanggar hukum
sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang — Undang Hﬁkum
Perdata, pasal ini mewajibkan orang untuk membayar sejumlah uang untuk
ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya tersebut

menimbulkan kerugian bagi orang lain .

4.2. Saran
a. Undang — Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan
Perburuhan hanya memberikan perlindungan hukum kepada pekerja yang
tergabung dalam suatu organisasi pekerja atau serikat pekerja , dan menurut
pikir hemat saya perlu penyempurnaan atau diganti dengan peraturan
perundang — undangan yang baru yang dapat memberikan perlindungan
hukum pada pekerja secara perorangan yang karena suatu alasan tidak
menjadi anggota serikat pekerja untuk dapat menjadi salah satu pihak yang
dapat mengajukan tuniutan melalui Panitia Penyelesaian Perselisihan

Perburuhan .
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relaksanaan putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan hendaknya
dapat segera dapat dilaksanakan tanpa dimintakan melalu1 pengadilan.

b. Perlu adanya suatu peraturan perundang — undangan khusus yang mengatur
tentang pemutusan hubungan kerja di perusahaan swasta yang dapat
mengakomodasi kepentingan para pihak khususnya pekerja dalam proses
pemenuhan hak — haknya yang hendaknya disesuaikan dengan perkembangan

Zzaman.
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e Undang — Undang No.12 Tahun 1964 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja di
Perusahaan Swasta.
¢ Undang — Undang No. 22 Tahun 1957 Tentang Penyelesaian Perselisihan

Perburuhan.
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e Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-03/MEN/1996 Tentang
Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon ,
Uang Jasa dan Ganti Kerugian di Perusahaan Swasta.

e Peraturan Perusahaan PT. Cahaya Purnama.
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DAFTAR ISI
Mukadim ah
Pasal 1. Pendahuluan
Pasal 2. Pengertiza
Pasal 3.  Maksud dan Tujuan
Pasal 4. Penerimaan Karyawan
Pasal §. Masa Percobaan .
Pasal 6. Karyawan Waktu Tertentu
Pasal 7. Mutasi dan Promesi Pekerja

Pasal 8. Hari Kcrja dan Jam Kerja
Pasal 9. Kerja Lembur
Pasal 10.  Sistem Pengupahan :
Pasal 11.  Istirshat Miagguan dan hari hbur resmi
Pasal 12.  Istirghat Tahunan
Pasal 13.  Cuti Hamil / Gugur kandungan
Pasal 14.  Upah selama sakit
Pasal 15.  Pengobatan dan Pemeliharaan kesehatan
Pasal 16.  ljin medinggalkan pekerjaan
Pasal 17.  Keselamatan kerja dan Perlengkapan kerja
- Pasal 18.  Tugjangan kecelakaan Lcha
Pasal 19.  Penbadatan
Pasal 20. Tata Tertib Kerja
Pasai 21. Tindakas Disiplia
Pasal 22. Maagkir (tidak mesuk kerja tanpa ksterangaa)
Pasal 23.  SP dan Sanksi PHK '
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Pasal 24. Tunjangan Kematian Bukan Karena Kecelakaan Kerja 15

Pasal 25. THR Keagamaan

Pasal 26. PHK .

Pasal 27. Mengundurkan diri atas kehendak seadiri
Pasal 28. Uang Pesangon dan Penghargaan Masa Kerja
Pasal 29. Penyelesaian Keluh Kesah

Pasal 30.  Penutup

Surat Pengesahan Dinas Tenaga Kerja

Surat Keputusan Pengesahan Peraturan Perusahaan -

Surat Pernyataen Wakil Pekerja CV. Cahaya Purnama
Skﬁla’ﬂa Pcrusahaan CV. Cahaya Purnama

Tinjauan Mengenai Peimutusan...

-

CY. CAHAYA PURNAMA
J1. Stadion N2, 145, 0s. Keu:I71, SIDOARJO

[

PERATURAN PERUSAHAN

i

|

l. |

‘ PENDAHULUAN

’ Pasal.l
Peraturan Perusahaan ini dibuat untuk menjadi pegangan bagi pemsahmin maupun pekerja
yang bensxkzm tentang hak-hak dan kewsjiban masing-masing pibak dengan tujuan
meme“lam hubungan vang vaik dan barmonis antara perusahaan dan karyawan, dalam
uszha be(mma meningkatkan kesejaliteraan karyawan dan kelangsuagan perusahaan

|

: PENGERTIAN |

| Pasal 2

i

‘Dala . peraturan perusahaan ini yang dimaksud dengan :

a  Perugahaan, adalash CV. Crhaya Piinama yang berkedidukan d Ji Stadon 146 - Ds.
Kemid Sidcarjo. czbagai Badan Usaha dengan akte pend'rian perusahaan No.
083/662/NTD/AKT/1995.

Direksi, adalah Direksi CV. Cabaya Purnama

nyman, sdalah seluruh tenaga kerja vang beke-ja di perusahean tersebut

d ]’s!nfonm: adalah Istri/Suami yang sah sesuai: pcmmran penundang-undangan
berllxkn dan telah terdaftar diperusahaan i

e. Anak, adalsh anak karyawsn yang ssh menurut hukum dan telah terdaftar diperusahaan,
termasuk anak angkat dan anak tiri, dengan ketentuan anak angkat dan anak tiri
masing-masing hanya seorang dan sepenuhnya menjadi tmiggungan karyawan

f Keluarga, adalah istri/suami dan atan anak karyawen sesuai butir d dan e diatas.

g Gaji, adalah penghasilan karyawan yang dibayar oleh perusahaan yang terdin dan saji
pokok dan tunjangan-tunjangan

h Jabatan, adalahk kedudukan yang menun;ukkan tugas, wewenang, tanggung | |awab dan

hak seorang karyawan dalam susunan organisasi, baik da
sudut fungsional. E

Janne Novita
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KERJA LEMBUR
Pasal.9

Apabila perusahaan mcmcrlukan, maka karyawan bersedia untuk melakukan kerja
lembur.

Perhitungan vpzh b mbur diatur sesuai dcngm ketentuan Perundang-undangan yang
berlaku yaitu Keputr 3an menteri tenaga kerja No: 72/MEN/1984, sebagai berikut :

(a) Apabila keria lembaw dilakukan pacla hari kerja biasa:
o Untuk 1 (satu) jam Jembur pertama dibayar 1.5 x upah lembur sejam.
o Untuk kerja lembur selebibmyn dibayar 2 x upah lembur sejam

{b) Apabila kerja lemburc dilakukan pada hari istirahat mingguan / han libur resmi :

¢ Untuk tiap jsm lembwr sampsai batas 7 (tujuh) jam stau S (lima) jam pertama
apabila hati libur jetuh pada bari kerja terpendek salah satu han kerja se.oinggu,
harus dibaysr upah sedikit-dikitnya 2 x vpah lembur sejam.

» Untuk jam pertama selebihnya 7 (tujuh) jam atan 5 (lima) jam apabtla hani libur
tersebut jatuh pada hari kerja te:pendek salah satu hani kerja seminggu, dxbavzr
3 x vpah lembur sejam.’

« Untuk jan lembur kedua dan selcbihnyn 7 {tujuh) jam atau S (lima) jam apabila
har? hbtr;s!nhptdahkeqahpmdeknhbmhmkﬂ]awmmggmdan
setervsnys, dibayar sebesar 4 x upah lembnr sejam.

o Untuk Pekerjzan yang dilakukan dengan Sistim Borongan, maka peaghitungan
lemmburnya sdalsh 1 x Hasil Borongan ditambah 1 x Upzh lembur.

(c) Perhitungan npsh lembir sejam yaitu :
_ 1/173 x Gaji Pokok Sebulan

: !
SISTIM PENGUPAHAN
Pasal. 10

Slstunpeng\pahannnmkknrymmdxmbddnarkmnmdm UPAH MINIMUM
yang beriaku di Sidoarjo.

Sistem upah di perusahsan diatur sebagai berikut :

- o Masa kerja kurang dari 1 tahua Rp.453.000,-
o Masa kerja 1 tahun tetepi kurang dari 3 tahun Rp.458.000,-
‘e Masa kerja 3 tahun tetapi kurang dari 6 tahun Rp.463.000,-
o Masa kerja 6 tahun tetapi kurang dari 9 tshun Rp:468.000,-

. Penctapan gaji / upah pada dasamya ditetapkan berdasarkan jabatan, keahlian,

kecakapan, prestasi kerjanya dan kondite yang bersangkutan.

SKRIPSI
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ISTIRAHAT MINGGUAN DAN HARI LIBUR RESMI
Pazal. 11 ;

. Setelah bckeqa selama 6 (enan.® hari terus menerus kepada karyawan diberikaa

istirehat mingguan selama 1 (satu) . ari.

. Pada hari libur reemi yang ditetapkan oleh pemerintah, karyawan diberikan hak untuk

istirshat dengan mendspatkan upah pefuh, kecuali bagi karyawan yang tsnaganya

_ dibutuhkan oleh perusaham untuk tetzp bekerja pada han libur tersebut atau bagi

keryawsa yang kar=na sift pekerjascinya harus tetsp dijalankan pada hari libur
tersebut. |

. Yang dimaksud Hari Libur Resmi Pemetintah sesuai deagan Kepres No. 251 Th 1967

yo Kepres No. 148 Th. 1968 yo Kepres No. 3 Th. 1983, adalah :
a  Tahun Baru | Janvan !

Proklamasi kemerdekaan R.1 17 Agustus.
Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad S. AW,
Hari Reya Idul Fitri (selama 2 hari) | -
Hari Raya Idul Adha i
1 Mubarram. : ;
Maulid Nebi Muhammad S AW. |
Wafat Isa Al Masih : ‘
Hari Natal {
Hari Raya Nyepi \
Hari Raya Waisak. :
IST!RAHAT TAHUNAN
] Pasal 12

ofas istirchat tahuncn (cuti) sclama i2 (di:a belas) bari kerja dengan mendapat upah
penuh

Perusahaan dapat menunda permohonan istirahat tahugan meugingat situasi pekerjaan
masing — masing bagian, dalam hal ini diatur secara bergiliran dengan memgerhatikan
kepentingan karyawan itu sendiri.

i. Setiap knryawan yung telsh bekerja selm%n 12 (dua belas) bulen terus menerus, berhak
(

. Pelaksanaan istirahat Tahunaa diatur oleh Perusahaan dengan kctcntuan 6 hari untuk

cuti massal pada Hari Raya Idul Fitri dan 6 hari sclcbdmya disesuaikan dengan
kepentingan karyawan.

. Hak a!as cuti tahunan udak d.ﬂpnl dmsngkan kecnah pada ragt berakhlmys masa ker)a

. Personalia Dan untuk keryawan Staff, pggga_;uan permohonan Eckge

selambat-lambatnya 5 hari sebelumnya.
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CUTI HAMIL / GUGUR KANDUNGAN
; Pasal 13

‘1. Kary wan wanita yang akan welshirkan berhak etas cuti haonl selama 1,5 bulan
sebelt m melshirkan den 1,5 bulan setelsh melahitkan uteu keguguran kandungan
denga: mendsapat upah penul ;

2. Karyawan wanita yang zkan menggunakan cuti hamil tefsebut harus mengajukan
permohonan seiambat-lambainya 10 hari -sebelum ish'm‘mi dimulai dengan disertni
Surat keterongan dari Dokter yang merawal |

&
\

UPAH SELAMA SAKIT
Pasal 14

I Apsbila karyawsn eakit dan depat dibuktiken dengan jurat ketermgan Dokter
Psrusahean aten Dokter lain dengzn diseriai copy resep serti kwitacsi, maka wpahnya
skan dibaysr. y i

2. Apabila karyawa. sakit dalani jungha wakiu lama yaug dapu! dibuktikan dengan Surat
Keterangan Dokter, malka upahnya dibayar _s¢suni dengan ketel\:luan sebagai berikut :

)

o 3 bulan pertama dibayar : 100% \ :
e 3 bulan kedua dibayar 1 75% ; 2

o. 3 bulsa ketiga dibaysr 1 50%

o 3 Lulan keempa dibayar 125%

3. Dan spabila setelah 12 .bulanvt'crnym karyawan yang bersagloitan belum mampu
untuk bekerja kembali, maka perusuhaca dapat memutuskan hubungan kerjzaya devgan
dilakssnakan sesnai dengan Presedur Kepmenzker No.Kep.03 /MEN / 1996

PENGOBATAN DAN PEMELIHARAAN KESEHATAN
Pasal 15

1. Perusahaan menyedizkan .faai_litm PPPK uptuk karyawen yang mengnl.ami cidera

ringan.
2. Perusahaan bekerja sama dengan Dokter Perusshaan dalam hal pengobatan keryawsn
yang memeriukan pengobatan. /\r; A% s
‘ - > «P IVA ® :
3. Perusshaan menyediskan susu satu bulan 2 X 388 gram /c\e/_\.\.y % G
: : A .
2 1y ™\
SKRIPSI 1 Tinjauan Mengenai Pemutusan...

C:\PERSONALT A\Peraturan Perutohaon\PP revisi.doc

———

DIN MENINGGALKAN PEKERJAAN DENGAN MENDAPAT UPAH
Pasal 16

1. Perusshsan me. berikan ijin kepada karyswannya yang meninggalksn pekerjaan
dengan meperims upah apabila :

4  Pemikahay karyswan sendiri : 2 hari
b. Pernikshan soak karyswan : : 2 bhari
¢. Khitaman/Pembaptisan «nak karyawsa : 1 hari
d: Suami/istri / anek / orang tua / mertus

Karyswen meninggal dunia ; : 2 hani
¢. Istn keryswsan melahirkan :1han *

2. Jjin meningggalkan pekerjaan tersebut harus dipet_'ﬂleh terlebih dahutu dari perugahaazn
kecuali dalam keadzzn mendesak bukti — bukti tersebut dapat diajukan kemudian.

3. Atas pertimbangan — pertimbangaa perusahaan, ijin meninggalken pekerjean diluar
ketentuan — ketentima tersebut distes depat diberiken tanpa upah / dipotong uvpahnya
pada hari tersebut ([jin Teopa Baysr).

KESELAMATAN KFRJA DAN PERLENGKAPAN KERJA
Pasal 17

1. Setizp keryawan wajib menjaga keselamatan dirinya dan karyawsa lainnya dan w3jib
memakzi alat — alst keselamstan keria yang telash disediakan oleh pervsahaaa karena
sifat pekerjaannya serta mematuhi ketentuan keselamatan keja yang berlaku.

1 Apabila karyawea menjumpai bal — bal ysog membehayeken terhadap keselematan
kerja karyaswvan dan perusahaaa, harus segera melaporkan kepada atesannya langsung.

3. Diluar waktu kerja yang telah ditentukan oleh perwsansan setiap karyawan tidak

" diperbclebkan memakai / menggunzkan alat - mlat staa perlengkmprn kerja milik

4. Setisp laryswan wayib memelibara alat - alat / perfengiapsa kerja dengen buik dan
te liti 8 ‘

TINJANGAN KECELAKAAN KERJA
Pasal 18

Apsebila karyawen tertimpa kecelskasn kerja sesuai dengan yang dimaksud dalam Undang

Undang No.3 tahua 1992 jo Peratursn Pemerintah No.14 tahun 1994, maka perusahsan

1. Bieya pengangkuten keryawsa daci tempat terjadinya kecelakson ke rumsh sokit atay
ke rumahnya

2. Biaya Perswatan dan Pengobatan di Rumah Sakit termasuk mwdjal.
3 P e —feritdn
S

. Bizya Penguburen bila karyxwan meninggal dunia dalam kecelak:
bescrta sentunan kematian. /.

4. Ganti rugi / tenjengan sementara karyawen tidak mampu bekerja dardtajen

yang jumlshaya discsuaikan dengan plafon dari Jamsostek i

ﬂ‘| (2 unt
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PERIBADATAN ‘ '
Pasal 19 :

1. Dalam rangka mxmberikan kesempatan tbadah bagi yang bcra,gam Islam, maka

Pemsahann menyediakan Musholla yang memenuhi syarat — syarat peribadatan.

2 Pen‘sabaan mengijinkan karyswan untuk melaksapakan ibadah pad= waktu istirahat

1paad.a waktu jam kerja selama tidak mengganggu kegiatan di bagian masing -
masing

3. Perisshaan memberikan kesenpaten kepada karyawan Muslim untuk mecunaikan

mad\lh Haji hanya sekali selama bekerja di perusahzan deagan diberiken ijin tidak
masvk kerja maksimal 40 haoi kalender dengan tetap membaywr upah. Apabdila
karyawan Muslim ingin melaksanakan ibadah haji uatuk yang kedua kali atau
selebibmya, maka yang bersangkutan harus nw:\dznaikan ijin khusus tanpa
nwmlapatkan Gpail

i
{
i
|

TATA TERTIB KERJA
Pasal 29

\

\
i

‘1. KEWAJIBAN UMUM DAN TANGGUNG JAWAB PEKERJA

a Setiap keryawan wajib mentaati isi PP serta ketentuan yang berlaku didalam
lingkutgan Perusahaan dan wajib melaksanakan tieas kewajibannya dengan penuh
kesadarmn, kejujurzn tanggung jawab. ) )

b.” Karyswza wajib bekerja recara optimal dmn tidak akan bermalas- malasan kerja
yaq’galdba!nyamcu&hambax kelancaran pekerjaan.

cl tidek diperbolehkmn memberiken ketersngan aten informasi. Ircpnda
i Pekcqs lain yapg *dak ada kidtan dengan pexeqjranaya kccuah ada ijin dan
Pimpinan Perusahaan.

d Karyawan tidak diperbolehkan untuk memberikag keterangan stav informasi
kepada Pihak Luar tanpa ijin dari direksi.
e. Setisp karyawan wajib melaporkan kepada atesannya bila diperkirakan terdapet

gejala — gejala, kejadian — kejadian, situasi / keadaan bahaya yang mengancam dan
stau menimbolkan kerugism Perncahaan,

i Karyawsn akan berpegang teguh pada prinsip musyawarsh mukax! dalam
menyelesaikan segala macam masalah yang timbul dengan Perusahs belum Y
melakukan unjuk rasa / mogok kerja yang berakibat merugikan keggf A

.5 Karyawan fidak boleh melskulan pertemuan - pertemua
mengedarkan tulisan — tulisan atan selebaran dan semacgsyy
menghasut dan bertentangan dengan Kebijaksanazn Pemerint

SKRIPSI
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I Karyuwsn tidak diperkenankan merokok didalam pebrik atau tempat - tempat yang
ada tanda dilarang merokok. Bila kedapatan merokok di area larangan tersebut,
maka akan dikenakan denda sebesar Rp 10.000,-

i. Pada waktu jam kerja karyawan dilarang memasuki ruang kerja lainnya atan bagian
_ lainnya tanpa tujuan yang jelas dan tidak ada hubungan dengan tugasnya. -

j. Kacyawan dilarang berheati bekerja, selama jam kerja efektif masih berlangsung.
karyawan yang memakai peralatan dan atau perlengkapan kerja dari Perusahaan
untuk melsksanaksn tugas sehari — hari hams bertanggungjswsb terhadsp peralatan
dan atau perlengkapan tersebul Hilang ateu rusak yang diakibatkan oleh kesalahan
keryawsn, maka keryawan tersebut barus mienerima sanksi dari Perusabasn,

-k Karyawsn diloreng membunyikan sirine tanda mulai, istimhat dan habis kerja,
] salain petuges yang telah ditunjuk dan bertanggungjawab untuk itu.

2. KELUAR DAN MASUK KOMPLEKS PERUSAHAAN

a  Kelusr masuk dsri stan ke korﬁpleb perusabasn harng melslui pintu yang telah
ditentukan. Karyawan tidak diperkemankan keluer dari kompleks perusahaan
sebelum jam keqja selcsai, tanpa ijin yang sah. :

b. Karyawan tidak diperkenankan membawa keluar bunrng btnng milik petm}ram
atmu kendarean dinas yang bukan haknya tanpa suret ijin yang sah.

c. Kearyawan dilarang memasuki kompleks perusahaan apabila dalam keadaan mabuk,
membawa senjata tajam, senjata api stau benda — benda lainnya yang berbahaya

d. Karyawan yeng mendzpal skorsing tidak dxperlcena.nkan mmk dalam kompleks
peruszhaan, Lecuali num Persnnalia

i

!

3. KARTU ABSENGT:

a  Sctiap Karyawan wajib mengecapkan Kartu Absensi (check clock) di temnat yang
telah ditentukan pada wakte masok dan pulang kerja. J

b. Pengecepan kartu absensi hanya oleh yang bersangkutan dan tidak dapat diwakilkan
kepada Karyaw:n lam.

- ¢. Karyawsn dﬂsrang merubah / menghapus sendiri jam masuk / keluar di kartu
absensi (memalsukan data).

d. Karyawan yang masuk kerja dafi tidak chek clock dengan alasan tidak menemukan
kartu. check clock kemudian tidak melaporkan kepada S
bersangkutan diangean datapg terlambat lebih dari 10 (sepul
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ADLHNIS'IRASI .
Sdlﬂ) mwm molq)cfhn my‘

e. Kelahirsn, perkawinan atau perceraizn Pe‘wm
£ Kemstian orsngtua dan anak pekegjn
& Perubzhan SIM untuk sopir,

TERLAMBAT MASUK KERJA

a Karyswen yang tedunbdmasukkﬂ]nleblhde(hma) menit dari jam kerja

. efektif, dilarsag mesuk kerja kecvali disstujui oleh Kepala begiannya stan
stasannya dengan a.lasmynngdqntdipam&gungwabhn kepada Personalia.

b. Kerymven yang dstang teriambat dan diijinkan maguk kerja maka vang makan bari
tersebut tidak dibaysr. -

¢. Karyswea yung datang terlambat pada jem kerja cfektif lebik dari 3 (tiFa) kali

dalam sebulan, diberikan peringatsn secara lisan mavpun tertulis ofeh stassornyz
mavpun Personalia Karyswaa yang kecena terfambat permah diberikan Suxat

<t 3 2 Peringatan (SP) masih terlambet akan diberikan Surst Peringatan yang lebih tinggi.

d. Karyewan yang setelah check clok kemudion keluar lagi kerena sesustu hal

tanpa
~  sorst ijin maka jam masuk yang tertera pada kartu check clok tidak beriaku lagi

baruc diganti dengan jam maasuk sstelah keluar terscbut.

KELUAR KOMPLEKS PADA WAKTU JAM KZRIA

2 Karyswen yang headak keluar dari kompleks Penwabgan baik untik keperivan .

Dinss maupua untuk keperivan pribadi harus dengsn seijin dan ditanda tengani oleh
Kepala Bagiannya dan Personalia, kecuali uatuk Karyzwan yang sifat pekerjsannya
lebih banyak dilver kompleks Perusahaan, seperti Marketing, Kuris, Penagihan dan
Pembelian

b. Kmymyangbdqvmberbohongdmpndmkeluarpabrﬂtunmkhpeﬂuu
PULANG SEBELUM HARIS JAM KERJA
2. Karyawea yang bermaksud hendak pulang sebelum waktu habis keqa,baikumuk

kepentingan -dines mavpun kepentingan pribadi atsu sekit, diwsjibken mengisi
blui(ostIﬂumdandlhmm oleh atasannya dan Personalia .
b. Karyawan yang pulang scbelum habis jam kerja den t, wajib

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
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keterangan sakit Bila mengalami sakit «-..3 serius dan memerlukan perawatan
dengan segera, maka surat keterangan sakit dapat diberikan pada sast masuk kerja.

UIN TIDAK MASUK KERJA :

a  Karyawan yang sakit dan tidak masuk kerja harus melengkapi ketérangan istirahat
dari dokter yang ditunjuk perusahaan Apabila tempat tinggal Pekerja tersebut jauh
dengan dokter yang ditunjuk peruszhaan sehingga harus berobat ke dokter lain

* maka surat keterangan istirshat sakit tersebut harus dilengkapi dengan - liwn:«msn
berobat dan copy rescp.

b. Keryawan yang ijin tidak masuk selain salat harus melengkepi surat kelenm{;au dari
RT/RW setempst.

c. Pengajuan i:ia idak masuk kerja paling lambat hari pertarze setelaki masu.\)f kerja
untuk dxsetu_]ux nepala Ba,glannya dan .usampmkan ke Personalia. g

TINDAKAN DISIPLIN 5
Pasal 21 ‘ !

1. Karyawen yang melanggar ketentuan Tata Tertib K.egn dan Peraturen uwum {ainnya

dikerakan sanksi sebagai berikut :

a  Peringatan lisan. \

Sanksi Admmmnnﬁ berupa oelepasan jabatan atau pencabutan ﬁsnhtas-fasxhtzs
Sanksi gant; rugi / derda

b.
c.
' d Peringatan tertulis, berupa Surat Peringatan I, I dan III yang masmg - masing

mempunyzi masa beriskn untut: jsngka waktu 6 bilan
¢. Pemberhentian kerja sementora (sko'smg) paling iama 1 bulan-
f Pemutustn Hubungan Kerja

Sanksi - sanksi hukuman terrebut diberiken sesuai dengan tingkat kesalahannya. 2

- Dengan turunnya surat peringatan yang lebih tinggi, maka suret peringatan yang

diterima sebelumnya dinystakan tidak berlaku. Apabila Karyawan yang bersangkutan
tidak melakukan kesealshan / pelanggaran lagi, maka surat peringatan dianggap gugur,
tetapi dicatat dalam kertu kondite pekerja yaug bersangkutan. .

. Karyswan yang dikenakan sanksi skorsing, maka selama skonmg upah banya diberikan

sebesar 75% (mjub puluh lima persen).

. Karyawan yang dalam masa berlakunya surat peringatan terakhir melakukan kesalahan

/ pelanggaran maka dapat dilakukan pemutuszm hubungan keg///.—-\
Y K4g
; . : A

SKRIPSI
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MANGKIR AK MASUK KERJA TANPA G
Pasal 22

Peka]ayang mangkir / mbolos / tidak masmk kerja tanpa keterangan skan dikepaksn sanksi
sebagai berikmt :

o

A

o

1.

. Mangkir 1 kali skan mendapat teguraa lisan.

Mnngki.rlmwddmm2haib«mt—hmndikpnnk::\mksiswPaingmnl
Mangkir 3 kali selma satu bulen, dikenakan sanksi Sarat Peringatan L

Mangkir 3 hari bertunit — turut dikeoakan sanksi Surat peringatan IL
Mangkir 4 bari berturut — turut dikeoakan sanksi Surat Peringatan III disertai surat
panggilen bila tidek hadir.

Mangkir 5 (lima) bari beiturut — turut dan telah dipenggil olch Pang'usah‘ 2 (dus) kali
socarn tertulis tetspi Pekorja tidak depet memberikan kelerungan dengan bukti yang
sch maka Pengusaha depat mela'auken Pemutusen Hobungan Kerja dan dilaksonakan
sesuai dengan UU No.12 tha 1264 70 chnmkerNo.szm/ MEN / 1995

SM PERii 'GAT.\‘N DAN SANKSI PEMUTUSAN HUBU“GAN KHUA
Pazal 23 .

TINGKAT KBSAi.A}IAN DENGAN SANKSISPIDANII

Kaealdzmlhlmmlerhachp Pasal 20 tentang TATA TERT[I} KERJA, dan kesalsian
-/ pelerggacen antara lain : s

3

Membewa / menggunakan bumg - bmg milik perucshsan dilvar lmgkungan
perusalizan twnpa scijin Penguscho

2. Membawa orang tua stan kelnargeaya mesuk ke lokest Perusahsar keouali dsngan ijin
pimpinan perusahaon :

3. Mangkir 3 kali scbulan, stau dua hari berturot — torut dalam satu bulan, atau sampai 3
hari berturut — turut dalam gstobulan.

4. Memasukkan kartu sbsensi orang lain ateu menyurull orarg lan memasukken kactu
absensi pada alat check clock.

2. TINGKAT KESALAHAN DENGAN SANKSI SURAT PERINGATAN (SP) Il /

. TERAKHIR, YAITU - ]

2 Meoolak / membeatah untuk melaksanakan perintsh yang layak/  daci
atagan atas kesalshannya tanpa alasen yang dapat diterima. k- '“..-:'\\'

b. Merubah atw memalsuksn data yang ada di Kartu Check .;peum)@)p
karyswan lamm. - WEL e

K X !
SKRIPSI
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s
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- Melakukan pekerjaan secara serampangan hingga Perusahasn mengalami kerug‘mﬁ.

Menolak kerja lembur dengan alasan fang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Mema'ai kendaraan Perusahaan tanpa ijin perusshaan :

Menambah, meangurangi, merubah, merobek atau menempelkan sesuatu pada
pengumuinan atau papan penguiiuman yang ada dalam lingkungan Perusahaan kecuali
atas perintah atau seijin Personalia. Bila Pengumuman itu dikeluarkan oleh departemen
selain Personalia dari berlsku khusus untnk karyawsn dari bagian yang Lerssngkutan
maka penambahan adm perubahan harus seijin atau oleh Kepala Bagian tersebut.

Mereka yang sengaja menghalangi kelancoran produkst.

Meojalankan usaha - usaha pribadi padajam kerja didaimm Perusahsan tanpa seijin
Pengusaha

Mengabaikan permgztan untuk memperbaiki mutu pekerjaan, cara beL-*rJa mapun
disiplin kerja. -

Kearyawan yang 9cnn§ nc]-kuta:x kesalahan kerja, walsupun sudsh mendspsl teguran —
teguran

Tidur pada waktu qua tanpa perselujuan dan Kepala Bagiannya

Karyawan yang men>lak uotuk diperiksa badannya / barang bawammnya / tas dan
laimmyz olch Satpam Dinas jaga pada waktu masuk / pulang kerja atau padz sazt dirzsia

a‘ay ada vosur kecungann.
i

TINGKAT KESALAHAN DENGAN SANKSI PHK

Penipuan, pencuriza dan peuggelapan barang / uang milik Peugusaha atau wilik teman
sekerja aisn milik teman pengussha.

Memberikaa eterongan palsu tan yang dipalsukau schingea mmnkzn Perusahaan
atan Iogpecnngan ne e
Mabuk, minnm — minuman kerss yang memahukksn, madnl emaka'x obat bius stau
menyalahgunaken obat - obatan terlareng atau obat — obatan perangsang lainnya di.
tempat korja yang dilarang oleh peraturan perundang — undangan. :
Melskukan tindak lejnhntan misalnya menyerang, mengintimidasi stau terlibat
_perkelahian atau menipu Pengusaha atau teman sekerja atau memperdagangkan barang
terlarang baik dalam lingkungan perusahaan maupun diluar lingkurgan Perusehaan

Menghaml, menganiaya, mengancam secara fisik atay mental, menghina secara kasar
Dxreksx / Kepala Bagian atau keluarga Direksi / Kepala bagian atau teman sekerja
Membu;uk pengusaha atau teman sekerja untuk melakukan spzes

bertentangan dengan hukum atan kesusilaan serta peraturan PH

Dengan ceroboh slaun sengaja merusak, merugikan atan meﬁﬂ{‘
bahaya barang milik perusahaan. - i




' SKRIPSI .
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Dengan ceroboh stau sengaj~ ...>rusak, merugikan atau membiarkan diri atau berguray
dengan teman sekerjaaya schingges membahayakan / merugikan / mencidersi teman
sekerjanya atau orang lain.

Membongkar atau membocorkan rahasia Perusshaan atan mencemarksn nama be 'k
Perusahan dan atau keluziga Pengusaha yang seharusnya dirshasikan kecuahi unt :
kepentingan Negara.

Melzkukan perbuatan asusila di tempat ketja.

Sengaja membuat api dalam lingkungan Perusahaan yang sifatnya mengancam
keselemataa baik Pekerja lain maupun barang A harta milik Perusahaan ’

Berjudi di dalam komplek Perusahsan’ y

" Keryawan yang meayediakan tenaganya secar perorangan atau berkelompok / bersama

dengan pekerja lainmnya, langsung atau tidak l'mgsung untuk kepeutingdn pribadi dan
merugikan Perusahaan

. Memalsukan dokumen Perusahaan yang dapd n':crug,xkan Perusahaan.
. Menyalahgunakan tanggung’ Jw'ab dan k:ouduhnnya antara lain, menerima dalam

ventuk zpapun uatuk kepentingan pribadi atai kelvarga yang ada kaitanaya deagan
perusahaan tanpa seijin dari Dircksi. ‘

Menyelenggarakan atsn menghadin pedemmn - pertemuan, repat - rapat,
mengedarkan  / mepempelkan selebaran dilingkungan perusahasn yang sifetnva
be-rttntmgan atau menghasut Kebijaksanaan pemerintah

Tenpa wewenang yang sch membawn senjeta taiam, senjeta api, bahan peledek atan
alat perkela!uan lainoya yang tidak ada bubungan deuga.n tugas pek> rJaznnya ke dalam
kcmElek Perusahaan.

Membu;uk Kacyawan lainaya untuk melaksanakan afag tidak melaksanakan sesuatu

' yang menyebabkan kerugian pada Perusahasn efek — efek destruktif

Melakukan k:salahzn yang bobotaya sama setelah mendapat peringataa SP 11 yang
masih berlaku.

Pekerja — pekerja yang melakukan pelanggaran / kesalahan tersebut di atas dapat diberikan
Pemutusan Hubungan kerja langsung tanpa peringatan.

,'.-_..\

———————— 00 iaidoe

TUNJANGAN KEMATIAN BUKAN X ARENA lCECELAKAAN KERJA
Pasal 24

Apabila keryawan meningggal dunia bukan karena kécelakaan kerja stau tidak disebabkan
oleh kesengzajasn ksryawsn, make perusahaan memberikan sumbangan kopada ahii
warisnva dengan ketsntuan sebagai berikut :

Upah dalam bulan yang sedang berjalan.

Sumbangan biaya pengubwz

Uang duka untuk pengsbdisa pekerja yang besarnye disesuaik«n dengan masa kerjsaya
dengan berpedoman pada Kepmenaker No. Kep J3/ MEN / 19y, ‘entang peneispan
umng pesengon, wang jesa dan ganti kerugiao.

W

TUNJANGAN HARIRAYA KEAGAMAAN
Pasal 25

i. Bsg Kxyswm yang telah bekenja selama 12 bulm secus tervs meperus berhal
mendapat Tunjangan Harl Raya Keagamaan (THK) sesuai deugao ketentuan persturen
yang, berfuku (Menteri tenaga Kerja No. 04/MEN/1994) sebesar 1 (sstu) bultn Gaji
Pckok

2. Bagi Karyawsn yang masa kerjeaya kuraag dari satu tahon meodspat Tunjangan Hnri'

Raya secard proporsional yuita : MasaKerja X Gaji Pokok Sebulan
. 12 .
3. Pemberiar Tunjengan Hari raya Keagamaan paling lama 1 (sztu) minggu sebelumnya

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJp,
; Pasal 26 ’

1. Tata cera / prosedur Pemutusan Hubungan Kerja dengen Kacyawan mempedntikan
ketentuan Peratucan Pemerintah KepMenaKer No 03 / MEN / 1996

2. Hubungan kerja antara Perusabaan dengan Karyawan putus dikarenakan antara lain :
a2 Berzkhimya hubungan keqa untuk Jangka wektu terfentu sebagaimzna
dimaksudkan dalam perjanjizn kerja
b. Pemutusan hubungan kerja ates permintaan sendiri.
Pekerja meninggal dunia
d Pekerja yang tidak cakep dalam melakmmﬁkm pekeqm walatpun telah dicoba
dimana — mana, dan disnggap tidak sanggup bekerja lagi.
¢. PHK yang dikarenakan cfisiensi / penutupan perusahaan / paibit / bal—ha] lain yang
menyebabkan perusalmn tidak dapat melakuknn aktivitasaya, &

R
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h  Keryawsn yang mangkir 5 (Jims) hari berturut - -urut

L yang tidsk mengindahkan peringatan terakhir.

j. Karyswan yang melakukan kesalahan termasuk dalaw kiasifikasi Pasal 23 ayat (3).

k.  Karyawsn yang telsh mencepai usia lebih dari 55 . Avn, kecuali pemikirsn dan
tenaganya masih diperhkan ol- 5 Pernsahann.

BESARNYA UANG PESANGON DAN UANG PB‘(GHARGAAN MASA KERJA
Pasal 28

. Begarmva uang pesangon ditetapkan sesuai Kepn(\mm Menteri Tem: a Kerja No.

03/MEN /1996 kurang — kursagnya sebagai berikut :

1
1
! 3. Bila ada dispensasi dari Direksi setelah tertulis, Pemutus o Hubungan Kerja dapat % Masa —aja $ bulan stau lebib tetapi kurang deri | tabua, 1 bu en upah
l ditunda stau dibatalkan sesuei dispensasi dari Direksi tersebut. b. Masa Kerja 1 atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun 2 bulan vpah
! i c. Masakerja 2 stau lebih tetapi kurang dari 3 tahun 3 bulan vpah
\ 4. Pemutusan Hubungan Kerja yang tidak mendapat pesangon : d Masakerja 3 atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun . 4bulan upah
' & Berekhimya msss kostrak kesja. e. Masakerja 4 atau lebih tetepi kurang dari S tahua S bulan upah
b. Hubungan kerja putus pada masa percobasn 3 (hga) bulan. f Masakerja 5 atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun 6 bulan upah
c. Dn_;amhx hakuman oleb Pengad:lau karena mclakukan tindak pi dampenxsabasn. g Masakerja 6 takun atau lebih 7 bulan upah

e Melakubm pclauggn.n yang dlklamﬁkasikan bcra.t scpcm pac> Pasal 23 zyat (3),
tetapi spabila masc kerjaaya telsh mem-nuhi syarat untuk mendapatkan uvang

[

Besamya nang penghargasn maea kerja / mngj;iss ditetapkan sebagai berikut :

a  Masa kerje 3 tuhun atau lebih tetapi kurang dani 6 tahun ... 2 bulan upah
Peﬂshﬂxaﬂﬂm&%kmlmkahku]aumbmakmdxbmmhaknya b. Masa Kerja 6 tahun atan lebih tetapi kurang dari 9 tahun 3 bulen upak .
¢. Masa Kerja 9 tehun atau lebih tetapi kurang dani 12 tahuo .. 4 bulen upah
| d Masa!\u]alzununamleblmaptkmd.nﬂmhnn S5 bulan vpal -
\ ¢. Masa Kerja 15 tahun atau lebih tetapi krsag dani 18 tahun o bulan upah
\ PEXERJA YANG MENGUNDURKAN DIRI ATAS KEHENDAK SENDIRI £ Msasakegja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun 7 bulen upah
| Pasal 27° g Mmaknqallhhmmlebihnempnhnngmumbun.. .. ... 8 bulan upah
s h Masakerja 24 tahun ataulebih. ... ... 10 bulan upah

Keryawen yang ingin berbenti kerja stas kemavan sendiri, wajib meagajukan sucat

3. Besamya uang ganti pengobatan dan perwwatsn serta perumahban ditetapkan sebesar
permohopan pengunduren diri secan tertulis kepada Direksi ywitu 2 (dm) minggu * 15% dari uang pwugondanuungngpengimgaan masakerja/ jasa..
sebelum bari / tanggal pekerja tersebit mengundurkxn diri :
2 Ustuk Karyawsa Staff ¢an Karyawsn lingkat Peogawas keatas, peagajuan sore PENYELESAIAN KELUH KESAH
permobapan diri barus diajukea-1 (sxtn) bulan sebelum bani / tanggal ksryswan tergebut : RS
R : Pasul 29
wongundurkan duori ‘
5. Sebeium sast pengundurny diri tiba, Faryawsa yeng meayaiess diri berhenti, waib s
mempertanggimgjawablan segala tuges yang dilaksenskan sebelumnya kepada 1. Apsbila terjadh keluh kesah / ketidakpuasan dari karyawsn stzs hubungan ke ja, syarst
~Perusabaan, dan mengadakan sersh terima resmi mengenai tugas - tugzsaya kepada — gyarst dan keadsan ketenaga kerjaan akan diselosaikan secara musyswscah mufakat
. pengganti yang ditunjuk oleh Dircksi. dengan atesan langsung.
4. Karyawan yang mengundurkan diri stsu diberhentikan wajib untuk mengembalikan 2. Apasbila atsssnnya belum belum depat menyelesaikennya maka personlannya aken
barang — barang perusahaan yang dipinjamkan kepadanya diteruekan ke bagian personalia yang selanjutnya skan diteruskan kepada pumman
S. Sebelum mengundurkan diri, spabila Karyawsn mempunyai hutang kepada pernsabaan perussbaza yung lebik tingg).
maka upah pekerja akan dipotong sesuai dengan jumlah hutangnya kepada Perusahaan 3. Apsbila bensr — bensrr tidek depat diselesaikan secsra intern di pemsahann meka
6. Bagi kecyawsa yang mengundurkan dini scbagaimana tersebut den masg kerjanya Pcndg disel tn;:l;hnt'n b:tum fa Dinay Tesnsa Kegjn Kb
kurang deri 3 (tiga) tshun, pengusaha tidak berkewajiban memberikap: on SHRNR Ellacbrasiion b
atau ganti rugi lainmya kecuali upah pekerja yang belum ditent /3 %" S
: o
: 2
-y * ! o2 ¢
. SN : : ; : e A0
N O < M3 D0t
SKRIPSI . \ pAgAevengenai Pemutusan... -Janne Novita
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PENUTUP
Pasal 30

1. Apsbila ada hal — hal yang belum lsrtan(um didalac Persfuran perusahaan ini aksn
diatue kemudiaa hari dengan memperhatikna ketentuan yerundangza yang beriaku

2 Pershuran Perusahaan ini mulai berlsim selama 2 (dna) tehun setelsh disahkan olch
Dinas Tenaga Kerja Sidoagjo.

3.’ Buku Peraturen Perusshaan ini dibagikan kepada masing — masiag eryawm tmtuk
diketahui dsn dileksanakan scbagaimana mestinya

4, Persj.vaxﬂm kerja lainnya yang pertu dan belum tercactum dalam Persturan mesehaan
ini skan disesuaikan dsngan Peraturen Perundangan yang beriaku

Sidcarjo, 12 Oktober 2002

A -
Ir. . ABDYJL CHODIR

° Dircktor

SKRIPSI

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS TENAGA KERJA

Jalan Raya Jati No. 4 Telepon 8963550, 8947135, 8946664, 5 12445 ( Kepala )
SIDOARJO

Nomor

xan

Perihal

1}
i
Sidoao, 3! Oktoper 2002

K epada

: 560/29YY 1404.3.92002 Yth. Pimpinan CV. YA PURNAMA -
- Biasa J Stadion No. 1
.1 (satu ) Bence! di -

"

L 1] & SIDOARJO

ey o

Sesuai dengan Surat Saudara Nomor @ TTBIC?PERS/X/‘Q? tanggal 24 Otober
mmmpﬂmmeMmm“mn

sempei‘an Surst Keputusan Pengesahan Peraturan Perusayan beserta 1 (satu)
Peraturan

eempiar Perusaha n yang telah disyahian untuk Capet dilaksanakan 3
~eusshaan Saudara. Menunst ketentuan yang tercantum ¢a am Permenaker NC.
02/MenV1978 tentang Peraturan Perusahaan dan Perundingan F\‘embuatan Perjanfan
mnmnmmmmmemm hal sebagai

1 Barmapengu_sa*awa;bmanbedkansodanPeMumPemsahamiepaca

Wﬁ&mﬂmdﬂa’nmwm(ﬂmm ).
2wwm1mammm1&hm
permitaan secara tertulis kepada Perusahaan Lntuk mengadakan
perundingan Kesepakatan Kefja Bersama ( KKB ), maa “usahsan
metayani permintaan tersebut eshagaimana Giwaibkan dalam Tayst(3)
Sebagrmmans dicantumian delem Pasal 7 syt ( 1 ) bahwa|masa berekumya
PemhmPaLsahaanpeﬁnghma2(dm)tahuuwmxkukammmaamr

4. T'dekdnlaisemlankwban iwwupbunaebogumtcfsemdnbmb\xu1 2,

3 diatas sebagai pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi Hukum
berdasarkan Pasal 10 dan Per. Men. No. 02/Men/1978.

Demikian urtuk menjadikan makium dan perhatian Saudara.

Ze /PEMBINA T |
N ARJO 'NIP 160 029 019

Tinjauan Mengenai Pemutusan... Tembusan Kepada YIh ; et T Janne Novita

i IBupauSnoarp
' } : & - Sigoario ( sebagal taporan )
B % o i eI R L . -2Kepata0nasTenagaKer)aProp_hwnTmn‘
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